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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 
PADA PBPH PT PANAMBANGAN (PT PNB) 

UNTUK KEGIATAN PENILIKAN KE-2 (KEDUA) 
 
 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 
80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Website : www.trustindo.net  

e. Nomor Akreditasi KAN 
sebagai LPVI 

: LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 27 September 2025 s.d 26 September 2030 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH 

: SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Kehutanan No. 5855 Tahun 2025 Tanggal 8 September 2025 

g. Tim Audit : 1. Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor Ekologi ) / Lead Auditor Under 
Supervision 

2. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Lead Auditor Supervisor 
3. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor Prasyarat merangkap Auditor 

VLHH Kayu) 
4. Ir. Kuntiyadi (Auditor Produksi) 

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU  
 
 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT PANAMBANGAN (PT PNB) 

b. Alamat Kantor : Jl. Kapten P. Tendean No. 39 Mampang Prapatan - Jakarta 

c. Email  : panambanganpt16@gmail.com  

d. Nomor SK PBPH : No. SK. 411/MENHUT-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004 Jo. SK. 
849/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 24 September 2021 

e. Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

: ±43.240 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

f. Nomor S-PHL : 056.SPHL.017 

g. MR auditi untuk 
kegiatan audit 

: Nama : Jebby Fadriansyah Etheim 
Jabatan : Kepala Cabang 
Surat Penunjukan  : No. SK.021/Kpts/PNB-SMD/VIII/2026 tanggal 1 

Agustus 2026 
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 

 

No. Tahapan Kegiatan Audit 
Waktu 

Pelaksanaan Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 
dengan : Direktorat 
PUPH sebelum penilaian 
lapangan 

19 Agustus 
2026 

 Dilakukan secara online menggunakan 
aplikasi Zoom Meeting. 

 Terdapat informasi tentang auditi untuk 
dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 
dengan instansi 
kehutanan di daerah 
sebelum penilaian 
lapangan 

20 Agustus 
2026 

 Dilakukan secara offline di kantor instansi 
masing-masing, yaitu dengan  
a) BPHL Wil. XIII Samarinda; dan 
b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan 

Timur 
c) Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form 
F1-02.5a Rev.1 

3. Pelaksanaan penilaian 
lapangan  

21-25 
Agustus 
2026 

 Dilaksanakan di kantor lapangan dan areal 
PBPH auditi. 

 Kegiatan dimulai dengan melaksanakan 
pertemuan pembukaan, untuk 
menyampaikan rencana teknis pelaksanaan 
audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan 
pertemuan penutupan, untuk menyampaikan 
hasil audit dan kesimpulannya. 

 Pelaksanaan pertemuan pembukaan 
dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7 
Rev.1, dan untuk pertemuan penutupan form 
F1-02.9 Rev.1 

 Pelaksanaan audit meliputi : 
a) Penilaian kinerja PHL oleh auditor 

prasyarat (Amin Pujiyanto), produksi 
(Kuntiyadi), ekologi (Mahardika Larasati) 
dan sosial (Wasis Kuncoro) 
menggunakan Standar : 
1) Penilaian Kinerja PHL sesuai 

Lampiran 1.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022; dan 

2) Lampiran Surat Edaran Dirjen PHL 
No. 2 Tahun 2026 tanggal 28 
Februari 2026. 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan 
menggunakan Standar VLHH Kayu 
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022 oleh 
auditor VLHH Hulu (Amin Pujiyanto) 
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No. Tahapan Kegiatan Audit 
Waktu 

Pelaksanaan 
Ringkasan Hasil Kegiatan  

c) Hasil audit dari masing-masing auditor, 
dicatat menggunakan checklist sesusi 
form F1-02.8 Rev.1 

4. Koordinasi dan 
presentasi hasil Penilaian 
Kinerja PHL sementara 
kepada BPHL Wil. XIII 
Samarinda. 

27 Agustus 
2026 

 Dilakukan secara offline dengan BPHL 
Wilayah XIII Samarinda dan Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

 Laporan sementara telah diserahkan 
kepada Bp. Dadang Rukmana 

 

4. HASIL AUDIT : 

4.1 HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 
 

1. Indikator 
1.1 

: Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas 
sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku 
laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen pada Penilikan Ke-2 (Kedua), ketersediaan 
dokumen legal dan PT Panambangan sebagai berikut : 
1. SK Menteri Kehutanan No. SK.411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 

tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 
Alam Kepada PT Panambangan atas areal Hutan Produksi Seluas ± 43.240 
Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.  
Terdapat Peta Lampiran Skala 1:100.000 dan ditandatangani tanggal 18 
Oktober 2004 oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanda; 
Muhammad Prakosa.  Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi; Suyono NIP. 080 035 380, legal dan 
absah 

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.849/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
SK.411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 yang mengubah sepanjang 
menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam. 

Dokumen Administrasi Tata Batas yang tersedia meliputi : 
1. TBT No. 124/1977 Batas Persekutuan dengan PBPH PT Segara Indochem 
2. TBT No. 52/1975 Batas Persekutuan dengan PBPH PT Kiani Lestari 
3. BATB 6 Tahun 2003 Batas Hutan Lindung 
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4. TBT No. 39/BPKH IV-2/2024 Batas Persekutuan IUPHHK-HA PT Multi 
Kusuma Cemerlang dengan IUPHHK-HA PT Panambangan, IUPHHK-HA 
Kiani Lestari, IUPHHK-HTI Cahaya Mitra Wiratama dan IUPHHK-HTI PT 
Kelawit Wana Lestari. 

5. Dokumen Rencana Penataan Batas No. 51/KUH-2/RPBAPP-IUPHHK-
HA/2018 Batas Persekutuan IUPHHK-HA PT Panambangan dengan 
IUPHHK-HA PT Segara Indocheem, IUPHHK-HA Kiani Lestari, IUPHHK-HTI 
Cahaya Mitra Wiratama dan IUPHHK-HTI PT Kelawit Wana Lestari. 

6. Dokumen Rencana Penataan Batas No. 51/KUH-2/RPBAPP-IUPHHK-
HA/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) 
PT Panambangan dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Segara 
Indochem, IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari, IUPHHK-HTI PT Multi 
Kusuma Cemerlang, IUPHHK-HTI PT Cahaya Mitra Wiratama dan IUPHHK-
HA PT Kiani Lestari Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.  

7. Terdapat Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas PT 
Panambangan di Ruang Rapat Kantor BPKH IV Samarinda tanggal 14 
Februari 2019 yang membahas tentang Rencana Penataan Batas  Areal Kerja 
IUPHHK-HA PT Panambangan dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA 
PT Segara Indochem, IUPHHK-HA PT Kiani Lestari, IUPHHK-HTI PT Kelawit 
Wanalestari, IUPHHK-HTI PT Multi Kusuma Cemerlang dan IUPHHK-HTI PT 
Cahaya Mitra Wiratama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.  

8. Surat Direktur PT Panambangan tentang permohonan pembahasan Instruksi 
Kerja Tata Batas PT Panambangan sesuai surat No. 02/III/Adm/03/2014 
tanggal 26 Maret 2025. 

Dokumen legal dan administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan 
tungkat realisasinya. 

b. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen RKUPH PT Panambangan periode 2023-2032 yang telah 
disahkan sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 
diketahui bahwa panjang batas PT Panambangan adalah 102,519 Km dengan 
perincian sudah ditata batas sepanjang 61,229 Km (59,72%) dan belum ditata 
batas sepanjang 41,290 Km (40,28%). 
Terdapat dokumen Rencana Penataan Batas No. 51/KUH-2/RPBAPP-IUPHHK-
HA/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT 
Panambangan dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Segara 
Indochem, IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari, IUPHHK-HTI PT Multi Kusuma 
Cemerlang, IUPHHK-HTI PT Cahaya Mitra Wiratama dan IUPHHK-HA PT Kiani 
Lestari Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Penataan 
Batas PT Panambangan sepanjang 102,519 Km dan sebagian trayek mengacu 
kepada tata batas yang telah dilakukan pemancangan di lapangan sesuai dengan 
BAP TBT dan Laporan TBT yang tersedia. Dokumen Instruksi Kerja belum 
diterbitkan oleh BPKHTL Wilayah IV Samarinda.  
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Pada periode penilikan ini PT Panambangan memiliki dokumen Berita Acara 
Pemeliharaan Batas. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan 
yang dilakukan berupa penyertaan karyawan pada kegiatan tata batas oleh PBPH 
PT Segara Indocheem dan hingga pelaksanaan kegiatan Penilikan dokumen dari 
pentaaan batas tersebut tidak bisa ditunjukan. 

c. Verifier 1.1.3 : Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari 
Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Areal kerja PT Panambangan berada jauh dari pemukiman/desa. Tidak ada desa 
yang terletak di dalam areal kerja. Berdasarkan hasil identifikasi Fragmentasi pada 
areal Kerja PT Panambangan adalah sebesar 10 Ha berupa lahan yang telah 
ditanami oleh masyarakat. Tidak terdapat areal untuk PPKH, PPTK (TORA), 
Perhutanan Sosial, APL, Pemukiman dan juga tidak terdapat Perkebunan 
Korporasi. Luas keseluruhan areal kerja PT Panambangan yaitu 43.240 Ha. 
Dengan demikian besarnya fragmentasi sebesar 0,02%. 

d. Verifier 1.1.4 : Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Terdapat perbedaan peta areal kerja antara PBPH PT Panambangan dengan 
PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang di lapangan, di mana batas areal PT 
Panambangan sebagaimana peta PBPH dan Peta RKUPH sebagian masuk ke 
areal PT Multi Kusuma Cemerlang dengan deliniasi areal seluas 502 Ha. Namun 
demikian karena PT Multi Kusuma Cemerlang telah melakukan penataan batas 
temu gelang pada lokasi batas yang dimaksud sesuai dengan Laporan TBT No. 
Lap/39/BPKH-IV-2/2024 sedangkan PT Panambangan telah menandatangani 
BAP pelaksanaan tata batas persekutuannya, maka hal ini telah diselesaikan dan 
PT Panambangan telah menyampaikan permohonan maaf  kepada PT Multi 
Kusuma Cemerlang dan menghentikan kegiatannya di lapangan serta 
menyelesaikan dampak yang timbul dari kegiatan operasional yang tidak disengaja 
kepada PT Multi Kusuma Cemerlang. 
Hasil pengecekan lapangan pada periode audit sebelumnya diketahui bahwa di 
lapangan dapat dijumpai adanya penandaan batas persekutuan PT Multi Kusuma 
Cemerlang dengan PT Panambangan sesuai dengan hasil tata batas yang telah 
dilakukan sebagaimana laporan TBT No. Lap/39/BPKH-IV-2/2024 
Hingga pelaksanaan kegiatan Penilikan ke-2 tidak dijumpai adanya revisi 
(addendum) atas keseluruhan luas areal kerja PT Panambangan. Pada areal kerja 
PBPH PT Panambangan seluas 43.240 Ha terdapat penguasaan oleh pihak lain 
berupa klaim lahan untuk kegiatan perladangan/kebun dan overlapping dengan 
PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang dengan total luas 512 Ha, sehingga total 
penguasaan lahan oleh PBPH PT Panambangan sebesar 43.240 Ha – 512 Ha = 
42.728 Ha atau sebesar 98,82% dari luasan areal kerja. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.1 

: (19/21) x100% = 90,48% (BAIK) 
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2. Indikator 
1.2 

: Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 
perusahaan yang sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan memiliki Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan dan 
ditandatangani oleh Direktur PT Panambangan Nomor 02/2/Adm/12c/2023 
tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut: 
Visi Perusahaan : 
"Terwujudnya pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL) yang dapat 
menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial serta dapat 
memberikan konstribusi terhadap pembangunan wilayah, yang diakui dalam 
bentuk sertifikasi" 
Misi Perusahaan : 
1. Mewujudkan kepastian kawasan  
2. Mengoptimumkan pemanfaatan berbagai produk dan jasa dari hutan secara 

efektif dan efisien  
3. Meningkatkan produktivitas hutan di areal yang tidak produktif  
4. Mempertahankan stabilitas ekosistem dengan mengalokasikan sebagian 

areal untuk kawasan lindung serta pengelolaannya.  
5. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia sebagai 

pengelola hutan  
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengakui hak – 

hak legal masyarakat dalam menggunakan dan menglola wilayah dan 
sumberdaya mereka. 

Hasil telaah terhadap visi dan misi perusahaan diperoleh hasil bahwa visi dan misi 
perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL. Kelestarian produksi yang 
dimaksud adalah bahwa kegiatan pengusahaan hutan yang dilakukan bisa 
menghasilkan keuntungan sehingga sebagian hasilnya bisa digunakan untuk 
membiayai kegiatan berikutnya dan seterusnya. Hal ini seperti tercantum dalam 
Misi nomor 1, 2, 3 dan 5.  
Kelestarian ekologi berarti bahwa kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan 
tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan baik yang bisa diperbaharui 
(flora dan fauna) ataupun yang tidak bisa diperbaharui. Hal ini tercermin pada Misi 
PT Panambangan nomor 4 dan 5. 
Kelestarian sosial yang dimaksud adalah bahwa kegiatan pengelolaan hutan yang 
dilakukan akan memberikan manfaat secara terus menerus kepada masyarakat 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tercermin pada Misi PT 
Panambangan nomor 5 dan 6. 
Pada periode Penilikan ke-2 kegiatan sosialisasi visi dan misi yang dilakukan 
masyarakat sekitar dengan dokumentasi sebagai berikut : 
Sosialisasi Visi Misi Tahun 2025 berupa Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi 
Visi Misi dengan Pemerintah Desa serta Tokoh Masyarakat Desa Baay 
Kecamatan Karangan  pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2025 dengan salah 
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satu materi penyampaian RKT Tahun 2025 PT Panambangan yang dilaksanakan 
di Desa Baay. Dokumen BAP dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 20 orang 
Tahun 2026 

1. Berita Acara Sosialisasi Visi Misi tahun 2026 di Desa Baay Kecamatan 
Karangan tanggal 24 Juli 2026. Berdasarkan Daftar Hadir pertemuan diikuti 
oleh 9 orang termasuk Wakil Adat; Terdapat dokumentasi acara pertemuan. 

2. Berita Acara Sosialisasi Visi Misi tahun 2026 di Desa Tepian Langsat 
Kecamatan Bengalon  tanggal 16 Maret 2026. Berdasarkan Daftar Hadir 
pertemuan diikuti oleh 9 orang termasuk Sekretaris Desa; Terdapat 
dokumentasi acara pertemuan 

PT Panambangan memiliki visi misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL 
dan telah disosialisasikan pada sebagian masyarakat. 

b. Verifier 1.2.2 : Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan pengamatan lapangan 
pada kegiatan Penilikan ke-2 diketahhui tingkat kesesuaian implementasi kegiatan 
dengan visi misi sebagai berikut : 

No Misi Pencapaian 

1 Mewujudkan kepastian 
kawasan 

Panjang batas PT Panambangan 
adalah 102,519 Km dengan perincian 
sudah ditata batas sepanjang 61,229 
Km (59,72%) dan belum ditata batas 
sepanjang 41,290 Km (40,28%) 

2 Mengoptimumkan 
pemanfaatan berbagai produk 
dan jasa dari hutan secara 
efektif dan efisien 

Rata-rata realisasi produksi tahun 
2025 seebesar 19% 

3 Meningkatkan produktivitas 
hutan di areal yang tidak 
produktif 

Realisasi penanaman THPB tahun 
2025 sebesar 9,19%, TPTI tidak ada 
rencana dan realisasi penanaman. 

4 Mempertahankan stabilitas 
ekosistem dengan 
mengalokasikan sebagian 
areal untuk kawasan lindung 
serta pengelolaannya. 

Pencapaian nilai kinerja aspek ekologi 
66,67% 

5 Meningkatkan kualitas dan 
profesionalisme sumberdaya 
manusia sebagai pengelola 
hutan 

- Ketersediaan Ganis PH sebesar 
80%, Nenhut tidak ada 

- Realisasi kegiatan peningkatan 
SDM 75% 

- Rata-rata 77,75% 

6 Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat dan 
mengakui hak – hak legal 
masyarakat dalam 

- Realisasi CSR 52% 
- Realisasi pemberdayaan ekonomi 

24,63% 
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menggunakan dan menglola 
wilayah dan sumberdaya 
mereka 

- Prosentasi tenaga kerja loal 23% 
- Rata-rata 33,21% 

Rata-rata tingkat implementasi visi misi 44,26%. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.2 

: (4/9) x100% = 44,44% (BURUK) 

3. Indikator 
1.3 

: Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional 
bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya 
pengelolaan hutan yang lestari 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Struktur Organisasi PT Panambangan telah ditetapkan oleh Direktur dengan Surat 
Keputusan No. 07/I/Adm/12c/2026 tanggal 20 Januari 2026 tentang Perubahan 
Struktur Organisasi PT Panambangan.   
Struktur Organisasi terbaru PT Panambangan memperlihatkan adanya Direktur 
(Krisnawati Purwaningrum) yang membawahi Kepala Cabang (Jebby F Ethem) 
dan Camp Manager H Sujani). Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh 
Sekretaris dan Legal (Heidy F Ethem), Staf Ahli Direksi (Trixie Fadriane) dan 
Satuan Pengawas Internal (Jebby F Ethem). 
Pejabat Camp Manager berada di lapangan membawahi Kepala Bagian yang 
terdiri dari Kabag Perencanaan (Ambar Ambrowati); Kabag Produksi 
(Iskandarsyah); Kabag Umum dan Keuangan (M Aini Efendi); Kabag Bina 
Lingkungan dan Sosial (Muslihin Nur) serta Kabag Pembinaan Hutan dan PHPL 
(Panagian Simajutak). 
Masing-masing Kabag dibantu oleh Kepala Seksi. Kabag Perencanaan 
membawahi Kasi Survey dan Cruising dan Kasi GIS; Kabag produksi membawahi 
Kasi Produksi dan TUK dan Kasi Peralatan; Kabag Umum dan Keuangan 
membawahi Kasi Umum dan Administrasi, Kasi Pergudangan dan Kasi K3; Kabag 
Bina Lingkungan dan Sosial membawahi Kasi Dalkarhutla dan kasi Kemitraan 
sedangkan Kabag Pembinaan Hutan dan PHPL membawahi Kasi Penanaman, 
Kasi Inventarisasi dan Rehabilitasi serta Kasi Litbang. Pejabat di bawah Kepala 
Seksi adalah Mandor dan tidak tercantum pada struktur organisasi.     
Pada SK tentang Struktur Organisasi dilampiri dengan bagan struktur organisasi 
dan job description pada masing-masing jabatan mulai dari Direksi sampai kepada 
Kepala Bagian. Sedangkan untuk Kepala Seksi tugas dan fungsinya membantu 
kepala Bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jabatan SPI atau Audit 
Internal berada langsung di bawah Direktur.  
Secara umum struktur organisasi PT Panambangan dinilai masih belum 
sepenuhnya kerangka pengelolaan hutan lestari pada sistem silvikultur THPB dan 
masih mengarah kepada sistem silvikultur TPTI, sedangkan job decription yang 
disusun belum menjangkau pada jabatan Kepala Seksi. 
Masih dijumpai rangkap jabatan seperti Personal SPI sekaligus merupakan 
Kepala Cabang dimana dengan adanya rangkap jabatan tersebut fungsi 
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pengawasan/control menjadi tidak bisa efektif. Di level lapangan juga dijumpai 
adanya rangkap jabatan. 

b. Verifier 1.3.2 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga 
teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap 
bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan memiliki karyawan dengan kualifikasi sarjana kehutanan 
sebanyak 1 orang. Sedangkan Ketersediaan Ganis PH PT Panambangan Tahun 
2026 sebagai berikut : 

No. Nama Ganis PH No. Register Berlaku 

1 Anggoro Wahyu Aji Kurpet 16240020726 19/12/23 – 19/12/28 

2 Ambar Ambrowati Canhut 01260025326 19/06/26 – 19/06/31 

3 Panangian Simanjuntak Binhut 03250023175 25/04/25 – 25/04/30 

4 Rifqi Ahmad Naufal PKB 23260024823 10/02/26 – 10/02/31 

5 Misnanisaufiah PKB 23260024824 10/02/26 – 10/02/31 

6 Joko Wiyono PKB 23230007131 17/03/23 – 27/03/28 

7 Jebby Fadriansyah E PKB 23250023039 19/02/25 – 19/02/30 

8 Iskandarsyah PKB 23230007198 27/03/23 – 27/03/28 

Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan dan Ganis PH di lapangan 
dinilai belum sepenuhnya mencukupi dan tidak tersedia pada seluruh bidang 
kegiatan/organisasi pengelolaan hutan.  Tidak tersedia Ganis Nenhut, Ganis PH 
Binhut masih kurang mengingat sistem silvikultur yang dijalankan di lapangan 
berupa TPTI dan THPB serta adanya kegiatan PMDH terkait dengan masyarakat. 

c. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen RKT 2025 diketahui bahwa PT Panambangan pada tahun 
2024 telah merencanakan pemenuhan Ganis PH sebanyak 6 orang dan 
terealisasi 4 orang sehingga masih kekurangan 2 orang. Pada tahun 2025 
terdapat realisasi pemenuhan Ganis PH sebanyak 1 orang yaitu atas nama Jebby 
FE sebagai Ganis PH PKB. Dengan demikian realisasi peningkatan SDM PT 
Panambangan pada tahun 2025 sebanyak 50%. 
Pada tahun 2026 hingga pelaksanaan kegiatan penilaian terdapat realisasi 
pemenuhan Ganis PH sebanyak 3 orang berdasarkan kebutuhan Ganis PH. 

Tahun Pemenuhan SDM Rencana Realisasi Prosen % 

2025 Ganis PH 2 1 50 

2026 Ganis PH 3 3 100 

Rata-rata 75 

Rata-rata realisasi SDM sebesar 75%. Terdapat Bukti Sertifikat Kompetensi. 
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d. Verifier 1.3.4 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan 
(sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait tenaga profesional 
kehutanan dan Ganis PH sebagai berikut : 
1. Daftar Karyawan (memuat Ganis PH) 
2. Ijazah Sarjana Kehutanan 
3. Sertifikat Kompetensi Ganis PH 
4. Kartu Ganis dari SIGANISHUT 
5. SK Persetujuan penugasan Ganis PH dari BPHL Wilayah XIII Samarinda 
6. SK Penempatan Ganis PH dari Direktur PT Panambangan 
7. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan 

gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta 
pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perusahaan.  

Secara umum PT Panambangan telah menjalankan dan melaksanakan ketentuan 
normatif yang diperuntukkan bagi pekerja dan karyawannya, dan telah 
menjalankan peraturan perundangan berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai 
dengan ketentuan normatif yang berlaku dengan ketersediaan dokumen 
ketenagakerjaan secara lengkap. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.3 

: (15/21) x100% = 71,43% (SEDANG) 

4. Indikator 
1.4 

: Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 
Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai 
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis 
teknologi informasi dengan didukung oleh peralatan yang tersedia di Base Camp 
Km 68 pada tahun 2025 tersedia sistem informasi sbb 

No. SIM Fungsi 

1 PMS (Plantation 
Monitoring System. 

Aplikasi untuk monitoring dan melaporkan kondisi 
areal yang sudah tertanam (Planted Area) 

2 IOP (Integrated 
Operation Planning) 

Sistem Informasi yang digunakan untuk melakukan 
perencanaan bulanan untuk kegiatan penyiapan 
lahan dan kegiatan tanamuntuk pengajuan dan 
penyelesaian klaim 

3 PRS (Planning Report 
System) 

Sistem Informasi tentang pelaporan hasil 
pengawasan, assesment yang dilakukan oleh orang 
planning 
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4 SMS (Supervision 
Management System) 

Sistem Informasi tentang pelaporan hasil supervisi 
terhadap kegiatan mandor/ pengawas lapangan. 

5 PMRS (Plantation 
Monitoring Report 
System)  

Sistem Informasi untuk penginputan hasil 
pengukuran lapangan untuk kebutuhan pembayaran 
hasil kerja kontraktor di lapangan 

Tersedia perangkat keras dan perangkat lunak pendukung SIM. Pada tahun 2026 
mitra yang menangani kegiatan THPB menarik diri sehingga terkait aplikasi sistem 
informasi manajemen PMS (Plantation Monitoring System), IOP (Integrated 
Operation Planning), PRS (Planning Report System), SMS (Supervision 
Management System) dan PMRS (Plantation Monitoring Report System) tidak 
diaplikasikan lagi. SIM masih berbasis teknologi internet dan telah dilaksanakan 
secara efektif. 

b. Verifier 1.4.2 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan memiliki Struktur Organisasi SPI dimana saat ini keberadaan 
SPI didasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Panambangan No. 02/PNB-
DIR/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Tim SPI diketauai oleh Jebby FE dengan 
anggota bidang Akutansi dan Keuangan (Tegar), bidang Personalia dan Umum 
(Efendi) dan bidang Pengelolaan Hutan (Galang Mukti). 
Terdapat Tugas Utama, Wewenang, Tanggunjawab dan ukuran keberhasilan SPI. 
Terdapat Jadwal Audit Tahun 2025 ditandatangani oleh Direktur Utama. Selama 
periode audit PT Panambangan memiliki Organisasi SPI namun belum berjalan 
efektif untuk mengontrol tahapan kegiatan. Kepala SPI merangkap jabatan 
sebagai kepala Cabang sehingga menjadikan kinerja SPI tidak bisa efektif dalam 
pengawasan/penilaian. 

c. Verifier 1.4.3 : Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan 
evaluasi. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan telah melakukan perbaikan tindakan atas rekomendasi SPI 
namun baru sebagian dari rekomendasi hasil SPI periode sebelumnya yang dapat 
ditindaklanjuti seperti rekomendasi penambahan APAR di dapur telah dilakukan, 
penempatan Kotak P3K di dapur telah dilakukan, pembuatan rambu Km di jalan 
telah dilakukan. Sedangkan rekomendasi dari hasil SPI periode sebelumnya yang 
belum ditindak lanjuti diantaranya yaitu penandaan batas dengan cat berbeda 
untuk batas blok dan batas petak, penyediaan masker di kendaraan dan 
penambahan Kotak P3K di Kantor. 
Terdapat sebagian tindakan perbaikan dari hasil evaluasi/rekomendasi SPI 

d. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK 
dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Terdapat Surat Keputusan Direksi No. 01/PNB-DIR/X/2025 tanggal 29 Oktober 
2025 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sebagai Operator Sistem Informasi 
Kehutanan PBPH PT Panambangan. Berdasarkan SK diketahui bahwa Operator 
SIM sebagai berikut : 
1. Joko Wiyono sebagai operator SIPUHH, SIPNBP dan SIPATOK 
2. Anggoro Wahyu sebagai operator SIPASHUT dan SIGANISHUT 
3. Galang Mukti sebagai operator Mantimehub, SIPASHUT, Inapornet dan OSS 

RBA. 
4. Jebby F.E sebagai operator SIPONGI dan AMDALET 
Pengecekan kepatuhan pelaporan SIM Kementerian Kehutanan menunjukan 
bahwa terdapat pelaporan SIM namun sebagian belum sesuai dengan ketentuan. 
Pada periode penilikan pada pelaporan SIPASHUT terdapat 5 bulan yang tidak 
melaporkan. Sebagian data pada SIPASHUT belum diisi seperti Hotspot, 
Kemitraan, Laporan Keuangan, Neraca Tanaman. Sistem Informasi pada SIPUHH 
menunjukan bahwa pada periode Penilikan terdapat upload data LHC, pencatatan 
Buku Ukur dan Pembuatan LHP online termasuk DKBnya, Penerbitan SKSHHK, 
Informasi Ganis PKB, lokasi TPn dan TPK. Pada SIPNBP terdapat Tagihan PSDH 
dan DR serta bukti penerimaan negara melalui SIPNBP. Pelaporan SIPONGI 
telah dilakukan dengan nilai keptuhan tiap bulan bervariasi dari Kurang Patuh 
dengan prosentase 63% hingga Cukup Patuh 71%. Pelaporan pelaksanaan RKL 
dan RPL Semester I dan Semester II tahun 2025 dan Semestaer I Tahun 2026 
telah dilakukan melalui aplikasi SIMPEL. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.4 

: (16/21) x100% = 76,19% (SEDANG) 

5. Indikator 
1.5 

: Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Kegiatan RKTPH PT Panambangan yang akan mempengaruhi kepentingan hak-
hak masyarakat setempat pada periode penilikan telah disosialisasikan. PT 
Panambangan telah menyusun dan menetapkan RKTPH tahun 2025 dan RKTPH 
tahun 2026 sebagi berikut :  
1. RKTPH tahun 2025 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi 

SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur PT Panambangan 
No. 01/PNB/RKTPH/ 0101/2025 tanggal 10 Januari 2025. 

2. RKTPH tahun 2026 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi 
SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur PT Panambangan 
No. 05/02/RKT/KPTS-DIR/II/2026 tanggal 5 Februari 2026. 

Sosialisasi RKTPH Tahun 2025 dilakukan dengan bukti adanya Berita Acara 
Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta Tokoh Masyarakat 
Desa Baay Kecamatan Karangan  pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2025 
dengan salah satu materi penyampaian Visi dan Misi PT Panambangan yang 
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dilaksanakan di Desa Baay. Dokumen BAP dilengkapi dengan daftar hadir 
sebanyak 20 orang 
Tahun 2026 : 
1. Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan 2026 di Desa Baay 

Kecamatan Karangan tanggal 24 Juli 2026. Berdasarkan Daftar Hadir 
pertemuan diikuti oleh 9 orang termasuk Wakil Adat; Terdapat dokumentasi 
acara pertemuan. 

2. Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan 2026 di Desa Tepian 
Langsat Kecamatan Bengalon  tanggal 16 Maret 2026. Berdasarkan Daftar 
Hadir pertemuan diikuti oleh 9 orang termasuk Sekretaris Desa; Terdapat 
dokumentasi acara pertemuan. 

Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak- hak masyarakat 
setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan sebagian 
para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan. 

b. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: RKTPH PT Panambangan telah mendapat persetujuan dan pengesahan secara 
self approval oleh Direksi sesuai dengan dokumen SK RKT dan persetujuan 
melalui aplikasi SIPASHUT seperti dokumen pada verifier 1.5.1. Di dalam areal 
RKT yang dikerjakan terdapat lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi 
baik yang berbatasan dengan blok RKT maupun yang berada di dalam blok RKT 
berupa sempadan sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). 
Sosialisasi Kawasan Lindung Tahun 2025 dilakukan dengan bukti Berita Acara 
Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta Tokoh Masyarakat 
Desa Baay Kecamatan Karangan  pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2025 
dengan salah satu materi penyampaian RKT Tahun 2025 dan kawasan lindung 
PT Panambangan yang dilaksanakan di Desa Baay. Dokumen BAP dilengkapi 
dengan daftar hadir sebanyak 20 orang. 
Tahun 2026 : 
1. Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung tahun 2026 di Desa Baay 

Kecamatan Karangan tanggal 24 Juli 2026. Berdasarkan Daftar Hadir 
pertemuan diikuti oleh 9 orang termasuk Wakil Adat; Terdapat dokumentasi 
acara pertemuan. 

2. Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung tahun 2026 di Desa Tepian Langsat 
Kecamatan Bengalon  tanggal 16 Maret 2026. Berdasarkan Daftar Hadir 
pertemuan diikuti oleh 9 orang termasuk Sekretaris Desa; Terdapat 
dokumentasi acara pertemuan 

Keberadaan kawasan lindung dalam RKT berjalan telah disosialisasikan dan 
mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar namun dalam pelaksanaannya 
belum dilakukan menyeluruh kepada seluruh desa binaan terdampak setiap 
tahunnya. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.5 

: (6/9) x100% = 66,67% (SEDANG) 
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B. Aspek PRODUKSI 
 

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang 
berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan memiliki dokumen rencana jangka panjang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 
Hutan (RKUPH) yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri ingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor: SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 – 2032 Atas Nama PT Panambangan Provinsi 
Kalimantan Timur. Dokumen ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2032, ditetapkan di 
Jakarta pada tanggal 26 April 2023 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 
Lestari (Agus Jutianto).  

Dokumen  RKUPH tersedia lengkap dan dapat diakses selama audit meliputi: 

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

2. Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 s/d 2032. 

3. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
(PBPH) Periode Tahun 2023 s/d 2032 dengan skala 1 : 50.000. 

Berdasarkan RKUPH, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan melalui dua sistim silvikultur: 

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) dengan sistem silvikultur Tebang 
Pilih Tanam Indonesia (TPTI): 

a. Etat luas maksimum 6.104 ha/ 10 tahun.  

b. Etat volume maksimum +/-130.492,32 m³/ 10 tahun  

2. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan 
(THPB): 

a. Penyiapan lahan dan penanaman jenis Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita daur 5 
tahun seluas 19.501/5 tahun  

b. Pemanenan kayu hasil tanaman jenis Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita daur 5 
tahun seluas 19.501/5 tahun 

b. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan telah menata blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan 2026. Detail 
mengenai lokasi dan luas blok tersebut tercantum di dalam Surat Keputusan Pengesahan, Buku 
dan lampiran peta RKT yang telah disahkan. Berdasarkan hasil tinjuan atas peta-peta, serta 
dokumen buku rencana kerja jangka pendek dan panjang, maka diketahui tingkat kesesuaian 
penataan areal kerja blok RKT 2025 dan 2026 terhadap RKUPH mencapai rata-rata 90,38%. 

Areal kerja Blok RKT 2025 dan 2026 terdiri dari blok sistim silvikultur TPTI dan THPB. Secara rinci 
kesesuaian luas dan lokasi masing blok adalah sebagai berikut.  

1. Kesesuaian penataan areal kerja RKT TPTI terhadap RKUPH 

No. RKT Tahun 
RKT RKU Kesesuaian 

Letak dan Luas 
(%) Letak Luas Letak Luas 

1 2025 XIII 607,53 XIII 608 100% 

2 2026 XIV 610 XIV 610 100% 

Rata-rata 100% 
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2. Kesesuaian penataan areal kerja RKT THPB terhadap RKUPH 

No. RKT Tahun 
RKT RKU Kesesuaian 

Letak dan Luas 
(%) Letak Luas Letak Luas 

1 2025 C 3.408,67 C 3700 83,86 
 C/O B 655,73  - 

2 2026 D 3689,00 D 3759 77,65 
 C/O C 1061,41  - 

Rata-rata 80,76 

. 

c. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%). 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan telah menata blok RKTPH 2026, namun dokumen laporan kegiatan pelaksanaan 
penataan maupun pemeliharaan batas blok RKT 2026 tidak dapat ditunjukkan saat verifikasi. Hasil 
pemeriksaan lapangan hanya menemukan plang batas Blok RKT 2026 pada koordinat geografis 
1o03’25,8”N, 117o26’33,9”E dan patok tanda petak di titik sudut petak F27 pada koordinat geografis 
1o03’22,0”N, 117o26’41,7”E. Sementara itu, rintisan dan tanda jalur batas blok RKT dari Plang RKT 
sampai dengan patok sudut petak tidak ditemukan. 

c. Verifier 2.1.4 : Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/ Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) 

 Bobot : 1 

 NILAI : Not Applicable 

 Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) periode 
2023–2032, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Panambangan hanya 
menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dari hutan alam dengan sistim 
silvikultur TPTI dan hutan tanaman dengan sistim silvikultur THPB. PT Panamangan tidak 
merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan 
karbon. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: (10/12) x100% = 83,33% (BAIK) 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan 
hutan, dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang 
ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan memiliki data potensi berdasarkan hasil Quick IHMB tahun 2022 untuk 
penyusunan RKUPH 2023 – 2032. Dokumen laporan IHMB telah disampaikan kepada Direktorat 
Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan tersebut telah ditanggapi dengan surat 
Dit PUPH nomor S.969/PUPH/RKU/HPL-1/12/2022 tanggal 2 Desember 2022. PT Panambangan 
diperintahkan segera menyusun RKUPH untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil 
IHMB. 

PT Panambangan belum dapat menunjukkan dokumen ITSP blok RKT 2025 dan 2026 secara 
lengkap. Tidak terdapat dokumen Tallysheet hasil ITSP,   hanya dapat menunjukkan dokumen: 

- Rekapitulasi Hasil Cruising (LHC) RKT 2025 dan 2026 

- Peta Sebaran pohon skala 1:4.460 RKT 2026  
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Observasi lapangan pada petak G 27 RKT 2026 di Blok TPTI, terdapat pohon-pohon tebang yang 
sudah ditandai dengan label pohon (QR Code).  Berdasarkan pemeriksaan lokasi koordinat 
geografis posisi pohon di lapangan terdapat ketidaksesuaian dengan Peta Sebaran Pohon. Dengan 
demikian data potensi masih diragukan kesesuaiannya dengan lapangan. 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan 
hutan sesuai ketentuan. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Di dalam dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK 2023-2032, PT Panambangan menetapkan 
Etat Volume produksi 130.492,32/10 tahun. Riap tegakan yang digunakan untuk menghitung etat 
produksi adalah angka 1,749 m3/Ha/tahun hasil penelitian Badan Litbang Kehutanan. Angka riap 
yang digunakan untuk menghitung Etat belum menggunakan angka riap hasil pengukuran sendiri. 
Target produksi setiap RKT ditetapkan dengan memperhatikan potensi hutan hasil ITSP.  

Kesesuaian Realisasi Produksi dan Daya Dukung Potensi Hutan 

No RKT 
Etat 

Volume 

Potensi 
(berdasarkan 

ITSP) 

Target 
Produksi 

RKT 

Realisasi 
Produksi Blok 

Tebang 

1 2025 (TPTI) 13.049,23 15,280.42 7,714,78 425,51 

2 2025 (THPB) - 7,949.85 7,949.85 597,24 

3 2026 (TPTI) 13.049,23 20.064,87 11.640,55 0  
s.d.Juli 2026 

Berdasarkan telah dokumen RKU, RKT, LHC dan LHP, terdapat kesesuian pemanfaatan hutan 
dengan daya dukung tegakan, dimana realisasi produksi setiap tahun tidak melebihi potensi 
tegakan dan etat yang ditetapkan. Namun pendugaan daya sumber daya alam dukung belum 
menggunakan riap hasil pengukuran tegakan setempat.  

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: (6/9) x100% = 66,67% (SEDANG) 

3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan sistim 
silvikultur TPTI dan THPB. Untuk mendukung pelaksanaan operasional kegiatan tersebut PT 
Panambangan telah menyusun SOP seluruh kegiatan dalam tahapan TPTI maupun THPB. 
Penyusunan SOP TPTI baru sebagian yang menggunakan pedoman sistim silvikultur TPTI yang 
termuat di peraturan Menteri Kehutanan No. P.8 Tahun 2021 sebagai acuannya. SOP pada sistim 
silvikultur THPB sebagian telah menggunakan pedoman terbaru. Secara umum tersedia lengkap 
SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak 
memenuhi pedoman atau ketentuan teknis 

b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan belum mengimplementasikan secara menyeluruh SOP kegiatan per jenis usaha 
pemanfaatan hutan. Berdasarkan laporan TPTI RKTPH 2026, sampai dengan bulan Juli belum 
menjalankan kegiatan Penataan Areal Kerja, ITSP, Pembukaan Wilayah Hutan, Pengadaan Bibit 
dan Penanaman dan Perlindungan Hutan. Kegiatan yang telah dijalankan baru pada kegiatan 
produksi kayu. Sementara itu pada sistim silvikultur THPB belum ada sama sekali kegiatan 
pnyiapan lahan dan penanaman sebagimana direncanakan di dalam RKTPH. Dengan demikian 
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pada periode audit ini audit PT Panambangan belum mengimplementasikan secara menyeluruh 
SOP kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.  

c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian 
hutan. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan RKUPH 2023 – 2032 yang telah disahkan, PT Panamabangan seharusnya pada RKT 
2025 merencanakan penanaman SILIN seluas 163 Ha dan penanaman Kanan Kiri Jalan seluas 50 
Hektar, namun PT Panambangan tidak merencanakan penanaman. Pada RKT 2025 tidak terdapat 
realisasi penanaman karena tidak ada rencana penanaman pada sistim silvikultur TPTI. 

Pada sistim silvikultur THPB, PT Panambangan merencanakan penanaman pada areal tanah 
kosong seluas 4,064.40 Ha. Dari rencana tersebut hanya tercapai  penanaman seluas 713,60 Ha 
atau 17,55%. Perincian realisasi Penanaman Tahun 2025 THPB adalah sebagai berikut. 

No. Lokasi penanaman 
Rencana  

(Ha) 
Realisasi 

(Ha) 
Persentase 

(%) 

1 Log Over Area 0 0 - 

2 Tanah kosong (murni) 3.408,67  225,30  6,61 

3 
Tanah kosong (carry over 
2024) 

655,73  488,30  74,47  

 Jumlah 4,064.40 713,60 17,55 

. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: 
(6/15) x100% = 40,00% (BURUK) 

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

a. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan telah menerbitkan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 
pemanfaatan hutannya pada sistim silvikultur TPTI berupa Standar Prosedur Operasi Reduced 
Impact Logging (RIL) dengan nomor dokumen No. Prod.06/PNB/20 Rev.2 tanggal 10/03/2019. 
SOP memuat prosedur pemanenan kayu meliputi kegiatan: 

1. Perencanaan Pemanenan 

2. Pelaksanaan Pemanenan 

3. Pemeliharaan dan K3 

3. Paska Pemanenan 

Berdasarkan telaah dokumen, isi SOP telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta 
sosial setempat.  

Pada sistim silvikultur THPB, PT Panambangan memiliki beberapa SOP yang mendukung 
penerapan teknolohgi ramah lingkungan. Namun belum mengacu kepada peraturan perundangan 
undangan. Sebagian SOP tidak mencantumkan pedoman/peraturan yang menjadi acuan. 

Berdasarkan telaah dokumen tersebut, PT Panambangan memiliki SOP penerapan teknologi 
ramah lingkungan yang sebagian sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman 
untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dan isinya sebagian telah 

mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada sebagian atau seluruh 
SOP. 

b. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 
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Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada RKT 2026 ini PT Panambangan hanya merencanakan pemanfaatan hutan dengan sistim 
silvikultur TPTI. Tidak ada rencana kegiatan pemanfaatan hutan dengan sistim silvikultur THPB, 
meskipun rencana ini tercantum pada RKUPH 2023 – 2032. Ketiadaan rencana ini terkait dengan 
tidak adanya mitra yang mengerjakan kegiatan tersebut. 

Pada pemanenan sistim silvikultur TPTI, PT Panambangan belum menerapkan teknologi ramah 
lingkungan (reduced Impact Logging). Pada tahap perencanaan tidak ada dokumen yang 
menunjukkan bukti implementasi berupa Peta Rencana Pemanenan. Demikain pula tidak terdapat 
bukti di lapangan yang menunjukkan adanya kegiatan perencanaan pemanenan, yaitu berupa 
tanda-tanda rencana lokasi TPn dan rencana jalur jalan sarad.  

Pada tahap operasional pemanenan di petak F 27 terdapat pembukaan jalan sarad yang tidak 
direncanakan. Pola jalur jalan sarad tidak teratur, jalan sarad relatif lebar melibihi standar RIL, 
kerapatan jalan cenderung tinggi. Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan adanya 
implementasi RIL pada kegiatan penebangan dan penyaradan, misalnya monitoring penggunaan 
APD, monitoring pembukaan jalan sarad, monitoring penebangan berupa kepatuhan tinggi sisa 
tunggul pohon. 

c. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan belum memiliki dokumen hasil pengamatan kerusakan tegkan tinggal pada blok 
RKT 2025 pada sistim silvikultur TPTI. Oleh karena itu penilaian efektifitas penerapan pemanenan 
berdampak rendah dilakukan terhadap penyiapan lahan dan penanaman pada sistim silvikultur 
THPB pada RKT 2025.  

Berdasarkan dokumen Buku RKT 2026, terdapat data mengenai rencana dan realisasi kegiatan 
penyiapan lahan serta penanamannya. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa realisasi 
penyiapan lahan yang dilakukan mencapai luas 1.369,80 Hektar. dari areal yang siap tanam 
tersebut terealisasi penanaman seluas 313,10 Hektar. 

Sementara itu pada tahun yang sama direncanakan penanaman seluas 655,73 Ha dari areal siap 
tanam yang merupakan carryover tahun RKT 2024, dari areal ini terealisasi tanaman seluas 488,30 
Ha. 

No. RKT 
Lahan siap 

tanam 
(Ha) 

Realisasi Tanam 
(Ha) 

Keterbukaan lahan 
(belum ditanami) 

1 2025 1.369,80 313,10 1.056,70 

2 Carry Over 2024 655,73 488,30 167,43 

 Jumlah 2.025,53 801,40 1.224,13 

Berdasarkan data tersebut keterbukaan areal blok RKT 2025 dan carry over 2024 mencapai 
1.224,13/2.025,53 x 100% = 60,44% 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.4 

 
(6/15) x100% = 40,00% (BURUK) 

5. Indikator 2.5 : Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan 
sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan pada periode audit Penilikan Ke 2 (Kedua)  ini memiliki dokumen RKTPH 
lengkap yaitu tahun 2025 dan 2026. Dokumen lengkap meliputi Surat Keputusan Pengesahan, 
Buku RKTPH dan Lampiran Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan.  Dokumen RKT 
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2025 dan 2026 telah disubmit ke sistim informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Adapun pengesahan dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. SK Direktur No 01/01/RKT/KPTS-DIR/I/2025 tanggal 31 Desember 2024 tentang Persetujuan 
Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2025 an PT Panambangan 

2. SK Direktur No 05/02/RKT/KPTS-DIR/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Persetujuan 
Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2026 an. PT Panambangan. 

Berdasarkan telaah dokumen buku RKT dan Rekapitulasi Laporan Hasil cruising, dokumen RKT 
disusun sesuai dengan hasil inventarisasi. 

Perbandingan Target Produksi dan Potensi Kayu  

No RKTPH 
Target 

Produksi 

(M3) 

Data Potensi 
(LHC) 

(M3) 
Keterangan 

1 2025 (TPTI) 7.364.06 15.280.42 Target produksi sesuai potensi 

2 2025 (THPB) 7.949.85 7.949.86 Target produksi sesuai potensi 

 2026 (TPTI) 12.182,37 20.064,87 Target produksi sesuai potensi 

Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian dan sesuai dengan data rekapitulasi hasil 
ITSP.  Namun data hasil ITSP kurang sesuai dengan kondisi lapangan, karena tidak tersedia tally 
sheet serta adanya ketidaksesuaian posisi pohon di peta dengan kondisi di lapangan. 

b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan RKUPH 2023-2032 PT Panambangan akan menjalankan kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan kayu dengan sistim silvikultur TPTI dan THPB. Pada tahun 2025 
merencanakan pemanenan kayu dengan sistim silvikultur TPTI dan THPB. Peta yang tersedia 
untuk diverifikasi pada audit ini hanya peta untuk kegiatan sistim silvikultur THPB yaitu:  

- Peta Mechanical Soil Cultivation 

- Peta Realisasi Pengukuran Land Clearing (HOA) skala 1: 4.000 

Kedua peta ini bukan merupakan peta kerja namun peta laporan. Pada audit ini juga belum bisa 
menunjukkan peta-peta kerja pemanfaatan hutan dengan sistim silvikultur TPTI maupun THPB 
tahun 2026 seperti:  

- Peta Rencana Pembukaan Wilayah 

- Peta Rencana Pemanenan 

- Peta Rencana Inventarisasi 

- Peta Rencana Penanaman  

- Peta Rencana Penyiapan Lahan dan Penanaman 

Dengan tidak adanya peta kerja maka tidak dapat dilakukan penilaian kesesuaian antara peta kerja 
dengan RKTPH. 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan 
hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan RKUPH 2023-2032 PT Panambangan akan menjalankan kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan kayu dengan sistim silvikultur TPTI dan THPB. Pada tahun 2026 ini hanya 
merencanakan pemanenan kayu dengan sistim silvikultur TPTI. Pada sistim silvikultur THPB 
merencanakan penyiapan lahan dan penanaman.  

Berdasarkan tinjauan dokumen, perusahaan belum membuat peta kerja untuk kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan kayu sistim silvikultur TPTI maupun THPB sebagaimana diuraikan pada verifier 
2.5.2.  
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Pada saat observasi lapangan terhadap blok TPTI ditunjukkan keberadaan plang batas blok RKT 
2026 dan patok yang di tempatkan di titik persimpangan batas petak. Tidak terdapat tanda-tanda 
batas blok di lapangan, baik berupa rintisan maupun tanda lainnya misalnya patok berwarna di 
antara plang RKT dengan patok di sudut petak. 

Dengan tidak adanya peta kerja dan implementasi lapangan maka tidak dapat menilai kesesuaian 
antara penandaan batas blok di lapangan dengan peta kerja. 

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan   telah melaksanakan pemanfaatan hutan kayu tumbuh alami dengan luas dan 
volume produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH: Berdasarkan Laporan Hasil Produksi 
diketahui rata-rata ralisasi volume pemanenan kayu RKT 2025 dari bok tebangan TPTI dan THPB 
= (21,73% + 38,98%) / 2 = 30,35%. Adapun data lengkap rencana dan realisasi produksi kayu 
adalah sebagai berikut. 

Blok Uraian Satuan Rencana Realisasi Persentase 

 TPTI Luas  Ha  608     

  Pohon Btg 2,606 590  22,64% 

  Volume M3 7,364.06  1.600,11 21,73% 

 THPB Luas Ha 3408 1.484 43,54% 

  Volume M3 7949.85 3.099,06 38,98% 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: 
(7/18) x100% = 38,89% (BURUK) 

6. Indikator 2.6 : Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan 
usaha pemanfaatan hutan. 

a. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang 
dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah 
diaudit oleh akuntan publik). 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan   telah membuat Laporan keuangan tahun buku 2025 namun belum selesai 
diaudit oleh auditor independen. Terdapat surat dari Kantor Akuntan Publik Ferdinand & Rekan No. 
0111/FNR/SK/VIII/26 tanggal 11 Agustus 2026 yang menerangkan bahwa Laporan Keuangan PT 
Panambangan tahun buku 31 Desember 2025 sedang dalam proses pelaksanaan General Audit. 
Dengan demikian belum diketahui pendapat Auditor Independen atas laporan keuangan 
perusahaan. 

Berdasarkan neraca dan laporan laba rugi perusahaan bulan Desember 2025 pada laporan yang 
belum diaudit, kinerja finansial perusahaan menunjukkan Likuiditas 83,66% (< 150%), Solvabilitas 
84,30% (< 150%) dan Rentabilitas negatif. 

b. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / 
perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %) 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan tidak dapat menunjukkan data realisasi alokasi dana kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan yang seharusnya terlampir di dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun 
terakhir. Demikian pula belum dapat menunjukkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, 
sehingga tidak diketahui proporsi alokasi dana antar kegiatan. 
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c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun 
terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan tidak dapat menunjukkan data realisasi alokasi dana kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan yang seharusnya terlampir di dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun 
terakhir. Demikian pula belum dapat menunjukkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, 
sehingga tidak diketahui tingkat kecukupan realisasi alokasi dana kegiatan. 

d. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Panambangan tidak dapat menunjukkan data realisasi alokasi dana kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan yang seharusnya terlampir di dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun 
terakhir. Demikian pula belum dapat menunjukkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, 
sehingga tidak diketahui tingkat kelancaran pendanaan kegiatan. 

e. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

 

: PT Panambangan tidak dapat menunjukkan data realisasi alokasi dana kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan yang seharusnya terlampir di dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun 
terakhir. Demikian pula belum dapat menunjukkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, 
sehingga tidak diketahui realisasi modal yang ditanamkan untuk kegiatan pembinaan hutan, 
perlindungan dan penelitian pengembangan. 

f. Verifier 2.6.6 : Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi 
Keuangan. 

 Bobot : 2 

 NILAI : BAIK 

 Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

 

 PT Panambangan telah menjalankan kewajiban pembayaran pajak (PBB, PPn dan PPh) sesuai 
peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan. Pada tahun 2025 telah 
melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah membayar Panjang Pertambahan Nilai (PPn) dan 
Pajak Penghasilan (PPh). Bukti pembayaran dapat ditunjukkan pada saat audit lengkap dengan 
Kode Billing dan bukti transfer.  

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: 
(14/30) x100% = 46,67% (BURUK) 

 

C. Aspek EKOLOGI 
 

1. Indikator 
3.1 

: Keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 

a. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta 
terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode audit, tidak terdapat perubahan terhadap luas kawasan lindung PT 
Panambangan. Luas kawasan lindung PT Panambangan telah sesuai dengan RKUPH Tahun 
2023 Periode Tahun 2023 – 2032 sebesar 4.997 Ha dan telah ditetapkan manajemen sesuai 
Surat Keputusan Direktur PT Panambangan No. SK 026/PNB/IV/2023 Tanggal 30 April 2023. 

Luas kawasan lindung PT Panambangan 

No. Kawasan Lindung Luas (Ha) 

1. Sungai dan Sempadan Sungai 1.370 

2. Hutan Lindung dan Bufferzone HL 1.812 

3. KPPN 700 

4. KPSL 700 

5. Kebun Benih (KB) 197 

6. High Conservation Value (Hutan Karst) 218 

Jumlah (Ha) 4.997 
b) PBPH PT Panambangan memiliki data hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi 

(ABKT) : 

1. Laporan Kegiatan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) Pada Wilayah 
PBPH PT Panambangan Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. 
Berdasarkan laporan ini terindentifikasi jenis ABKT di PT Panambangan diantaranya ABKT 
1, ABKT 2, ABKT 3, ABKT 4, ABKT 5 dengan luas keseluruhan 15.157,85 Ha (35,05% dari 
total luas wilayah konsesi). 

2. Penilaian Kawasan Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) / High Carbon Stock (HCS) PBPH HTI 
PT Panambangan Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur Tahun 2025. 

Areal Bernilai Konservasi Tinggi PT Panambangan (Identifikasi Tahun 2023) 

KBKT Definisi 
Hasil Penilaian 

Luas (Ha) 
Ada 

Poten
si 

Tidak 
Ada 

1 Keanekaragaman jenis √   15.157,85 

2 
Ekosistem atau mosaik 
skala lanskap √   14.050,75 

3 Ekosistem dan habitat √   282,41 

4 Jasa ekosistem √   15.157,85 

5 Kebutuhan dasar √   1.466,54 

6 Nilai kultural   √ - 

 KBKT Total (luas berdasarkan hasil overlay) 15.157,85 
 

b. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi 
ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Realisasi penataan batas kawasan yang dilindungi PT Panambangan sampai dengan audit 
Penilikan Ke-2 (2026) sebesar 26,258 Km yakni 83,13% dari rencana penataan batas kawasan 
lindung 31,586 Km atau sebesar 33,25% dari panjang batas total kawasan lindung 78,966 Km. 

Rencana dan realisasi penataan batas kawasan lindung PT Panambangan 

No. Kawasan Lindung 
Panjang batas 

KL (m) 
Rencana s.d 

2026 (m) 
Realisasi 
(meter) 
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1. Sungai dan Sempadan Sungai 32.589 13035,6 11.358,17 

2. Hutan Lindung dan Bufferzone HL 13.484 5393,6 4.200 

3. KPPN 13.956 5582,4 5.200 

4. KPSL 11.407 4562,8 5.500 

5. Kebun Benih (KB) 7.530 3012  

6. High Conservation Value (Karst) -    

 Jumlah 78.966 31.586,4 26.258,17 

b. Berdasarkan pengecekan lapangan Sempadan Anak Sungai Baay Petak F27 Blok RKT 2026 
(1°3’4,584”N 117°26’38,304"E), diketahui teknis penataan batas kawasan lindung tidak sesuai 
dengan prosedur. Batas rintis yang dibuat berupa patok kayu berwarna kuning panjang 1 meter 
diatas tanah, bertuliskan jenis kawasan lindung, nomor rintisan, dan nomor petak. Sementara 
itu berdasarkan prosedur seharusnya batas rintisan berwarna merah. 

c. Penandaan lokasi ABKT di lapangan (identifikasi ABKT, pemasangan plang fungsi ABKT) belum 
dilaksanakan. 

c. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan lindung / rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Kondisi penutupan kawasan lindung di areal kerja PT Panambangan didasarkan pada Peta 
Penafsiran Citra Satelit Tahun 2024 dengan skala 1 : 100.000 (Sumber: Citra Satelit Landsat 9 
Collection 2 Tier 1 TOA Reflectance Band 5-5-4 Liputan 15 November 2024) yang dibuat oleh 
PT Keybe Radja Indoglobal. Berdasarkan hasil overlay, kondisi penutupan kawasan lindung 
yang masih berhutan seluas 4.602 Ha (92,11%) yang terdiri dari hutan lahan kering sekunder 
dan hutan tanaman, sementara itu areal tidak berhutan teridentifikasi seluas 394 Ha (7,89%) 
berupa tutupan semak dan belukar. 

b. Berdasarkan pengecekan tutupan lahan di lokasi kawasan lindung Sempadan Sungai Baay 
Km. 61 (1°3'17,232"N 117°27'39,216"E); Sempadan Sungai Kadubaay (1°3'23,712"N 
117°26'45,66"E); Sempadan Anak Sungai Baay Petak F27 Blok RKT 2026 (1°3’4,584”N 
117°26’38,304"E); Bufferzone Hutan Lindung (1°1'35.496"N 117°27'20,532"E); dan SS. 
Embulabung (1°0'45,42"N 117°26'40,068"E), terlihat tutupan lahan didominasi hutan lahan 
kering sekunder/LOA dan belukar tua dengan kerapatan tajuk sedang. Tidak teridentifikasi 
areal kawasan lindung yang terbuka karena perambahan, kebakaran, dan gangguan hutan 
lainnya. 

c. Pada periode audit, PBPH PT Panambangan melaksanakan kegiatan penanaman/ rehabilitasi 
kawasan lindung dengan jenis : Pulai dan Durian dengan realisasi : 

Tahun Rencana 
(Ha) 

Realisasi 
(Ha) 

Persentase (%) 

2025 (April – 
Desember) 

48,75 6,00 12,30 

2026 (Januari s.d 
Juli) 

0 0 0 

 

d. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka 
verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : Not Applicable 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan RKUPHHK-HA Tahun 2012 Periode Tahun 2013 – 2022 dan RKUPH Tahun 2023 
Periode Tahun 2023 - 2032, diketahui jenis tanah pada areal PT Panambangan yaitu Podsolik, 
Kambisol Distrik, Gleisol Distrik, Renzina, Kambisol Eutrik dan tidak terdapat jenis tanah atau 
kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan 
verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). 

e. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan hasil observasi dokumen dan verifikasi lapangan, tidak teridentifikasi gangguan 
hutan di areal kawasan lindung PT Panambangan. Meskipun begitu, berdasarkan hasil 
wawancara dengan PJ Kepala Desa Baay, Kepala Adat, BPD, Sekdes Baay dan tokoh 
masyarakat, diketahui masih terdapat perburuan satwa untuk konsumsi masyarakat dengan 
jenis Kancil/Pelanduk (Tragulus sp.) dan Payau/Rusa (Rusa unicolor). 

b. PT Panambangan telah melakukan upaya penyelesaian gangguan pada kawasan lindung 
melalui sosialisasi RKT Tahun 2025 di Desa Baay, Desa Tebangan Lembak, dan Desa Tepian 
Langsat. Sosialisasi kawasan lindung juga dilakukan di Desa Tepian Langsat dan Desa Baay 
namun rekaman kegiatan tidak memadai (tidak tersedia daftar hadir, foto kegiatan berkoordinat 
dan keterangan tanggal). 

f. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang 
yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

 

: a. Selama periode audit, PT Panambangan telah melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan 
kawasan lindung sesuai rencana dan mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam berita 
acara/laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup kegiatan : 

a. Penataan batas kawasan lindung 

b. Penyuluhan/sosialisasi kawasan lindung (belum lengkap pada setiap desa binaan) 

c. Kegiatan pengamanan hutan dan dalkarhutla 

d. Penanaman kawasan lindung 

e. Identifikasi flora dan fauna dilindungi 

b. Laporan yang belum tersedia mencakup inventarisasi HHBK di Kawasan Lindung dan 
Pemasangan Papan Himbauan di ABKT 

c. Selama periode audit, PBPH PT Panambangan telah membuat secara lengkap Laporan 
Pelaksanaan RKL-RPL dan melaporkannya ke instansi terkait secara elektronik melalui website 
SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup). 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: (16/21) x100% = 76,19% (SEDANG) 

2. Indikator 
3.2 

: Perlindungan dan pengamanan hutan 

a. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari 
perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan 
pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Ketersediaan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan PT Panambangan telah lengkap 
sesuai dengan gangguan/potensi gangguan hutan di wilayah konsesi namun sebagian prosedur 
belum mengacu pada aturan/ketentuan yang berlaku. PT Panambangan belum menyediakan 
prosedur penanganan terhadap hama penyakit tanaman (yang disediakan hanya prosedur 
monitoring). 
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Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan PT Panambangan 

No. Prosedur Catatan 

A. Perambahan Kawasan 

1. SPO Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan, No. Keling-26/PNB/20, 
Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.  

Prosedur perambahan merinci terkait perladangan 
masyarakat, belum diatur teknis 
pencegahan/penanganan klaim areal 

2. SOP Operational Social Security 
License Departement Pengendalian 
Perladangan Liar, Doc. ID. No. : 024-
PNB-SSL-SOP Tanggal 10 April 
2020, Revisi 0. 

Rujukan : UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE 
(belum update menjadi UU No. 32 tahun 2024; PP No. 
45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (belum 
update PP No. 60 tahun 2009); dan Peraturan Menteri 
Kehutanan No. 39 tahun 2013. 

B. Pemanenan atau penebangan tanpa izin 

1. SPO Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan, No. Keling-26/PNB/20, 
Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.  

Lengkap dan mengacu aturan terkait 

2. SPO Pengendalian Penebang Liar, 
No. Keling-23/PNB/20, Tanggal 10 
April 2020, Revisi 02.  

Lengkap dan mengacu aturan terkait 

C. Pencegahan dan pemadaman kebakaran 

1. SPO Pengendalian Kebakaran Hutan, 
No. Keling-25/PNB/20, Tanggal 10 
April 2020, Revisi 02.  

Prosedur belum menjelaskan teknis pasca 
penebangan, mekanisme pelaporan (melalui website 
SIPONGI), teknis pemantauan hotspot, dan 
pemantauan peringkat bahaya kebakaran (PBK/FDR). 

2. SPO Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan, No. Keling-26/PNB/20, 
Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.  

Lengkap dan mengacu aturan terkait 

E. Hama dan penyakit tanaman  

1. SPO Monitoring Hama dan Penyakit 
Tanaman, No. RND-001/PNM/23, 
Tanggal 30 April 2023, Revisi 00.  

Lengkap dan mengacu aturan terkait 

F. Perburuan liar  

1. SPO Pengelolaan Satwa Liar 
Langka/Dilindungi, No. Keling-
06/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, 
Revisi 02.  

Prosedur perlindungan fauna dilindungi belum 
merujuk aturan berikut : 

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang 
Penyelamatan Jenis Satwa (berisi penilaian dan 
klasifikasi satwa, cara penyelamatan jenis satwa, 
penyelamatan satwa secara insitu dan eksitu, dan 
sebagainya) 

- Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 
tanggal 14 Oktober 2022 tentang Perlindungan 
Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja 
PBPH. 

- Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/ 
Setjen/Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa 
Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar 
Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan. 

- SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022 
tentang Perlindungan Satwa Liar di Dalam dan Di 
Luar Kawasan Hutan. 

 

b. Verifier 3.2.2 : Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. PT Panambangan telah menyediakan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan 
yang bergabung antara sarpras security dan sarpras dalkarhutla, diantaranya seperti : Helm 
safety (25 unit); Lampu kepala (15 unit); Kopel rim (15 unit); Mobil pemadam (1 unit); GPS (1 
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unit); Radio HT (1 unit); Megaphone (1 unit); Full body harness (4 set); Pisau komando (15 unit); 
Posko DAMKAR (1 unit); Pos Security (2 unit), dan lainnya.  

b. Ketersediaan peralatan tangan, peralatan personil, dan perlengkapan mekanis belum memenuhi 
kebutuhan/ketentuan untuk 1 regu inti dalkarhutla sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan. Lebih lanjut, PT Panambangan pada dasarnya membentuk 2 regu inti dalkarhutla, 
sehingga apabila disesuaikan dengan jumlah kebutuhan maka jumlah sarpras yang disediakan 
belum cukup untuk 2 regu inti (30 personil).  

c. Sarana deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yakni sistem monitoring hotspot 
menggunakan data dasar dan SIPONGI. 

c. Verifier 3.2.3 : Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Ketersediaan SDM perlindungan hutan PT Panambangan terdiri dari : 

No. 
SDM 

Perlindungan 
Hutan 

Jumlah 
Personil 

Kompeten 

1. Security 9 orang (merupakan bagian 
manajemen, bukan personil 
security khusus) 

- 

2. Brigdalkarhutla   

  Regu Inti 2 Regu (16 orang/regu) - 

 Regu 
Pendukung 

Seluruh karyawan - 

 Regu 
Perbantuan 
dan/atau MPA 

Masyarakat Peduli Api : 
Desa Baay dan Desa Tepian 
Langsat (sudah ada 
kesepakatan/MoU) 

- 

b. PT Panambangan telah mengadakan kegiatan pelatihan internal dalkarhutla sebanyak 3 kali 
selama periode audit, namun rekaman dokumentasi tidak lengkap (BA disertai foto kegiatan 
tidak berkoordinat dan keterangan tanggal kegiatan, belum dilengkapi daftar hadir). 

c. Personil security dan dalkarhutla pada dasarnya bukan personil khusus untuk kegiatan 
pengamanan, melainkan bagian dari manajemen yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab 
lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan pengamanan karena mayoritas 
karyawan tidak berada di site/basecamp melainkan di kantor Samarinda. 

d. Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan 
dan pengamanan hutan, yakni : Monitoring hotspot serta pelaporan dalkarhutla melalui 
website SIPONGI. 

Berdasarkan kondisi diatas, disimpulkan tersedia SDM perlindungan hutan namun tidak memenuhi 
kualifikasi atau tidak proporsional. 

d. Verifier 3.2.4 : Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Wilayah PT Panambangan memiliki akses yang cukup jauh dari masyarakat. Hal ini 
menyebabkan gangguan hutan yang terjadi di wilayah konsesi tergolong rendah. Indikasi areal 
terfragmentasi pada areal kerja PT Panambangan hanya seluas 10 Ha (Pertanian Lahan Kering) 
dimana masih <25% luas areal konsesi. Hasil pengamatan di areal kerja, tidak teridentifikasi 
perambahan, kebakaran hutan, dan perladangan oleh masyarakat. 
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b. Selama periode audit, PT Panambangan melaksanakan perlindungan hutan diantaranya : 

1. Sosialisasi kawasan lindung dan sosialisasi karyawan tahun 2025 dan 2026. 

2. Pemantauan hotspot setiap hari dengan satelit SIPONGI, pemantauan peringkat bahaya 
kebakaran setiap hari, dan patroli bulanan.  

3. Menyediakan 7 lokasi waterpoint untuk penyediaan sumber air saat kebakaran 

4. Pemasangan plang-plang atau rambu-rambu perlindungan hutan, seperti larangan 
merambah hutan, membakar hutan dan lahan, pencurian kayu/illegal logging, dan larangan 
berburu 

5. Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan, namun untuk sarana prasarana 
dalkarhutla belum memenuhi sesuai PermenLHK No. P.32 tahun 2016 (merujuk verifier 
3.2.2) 

6. PT Panambangan telah melaporkan laporan dalkarhutla melalui website SIPONGI 

7. Membuat laporan aktivitas illegal setiap bulan dan laporan hasil patroli bulanan 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: (11/15) x100% = 73,33% (SEDANG) 

3. Indikator 
3.3 

: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan Dokumen RKL dan RKL PT Panambangan Tahun 1995, dampak besar dan penting 
terhadap tanah dan air yang berpotensi terjadi akibat kegiatan pemanfaatan hutan di areal PT 
Panambangan adalah erosi, longsor, dan sedimentasi. PT Panambangan telah memiliki prosedur 
dalam memantau dan mengelola terhadap dampak yang mungkin timbul, termasuk dampak 
terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun, namun sebagian prosedur belum mengacu aturan 
terkait. 

Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak komponen fisik-kimia terhadap tanah dan air 

No. 
Jenis 

Pengelolaan / 
Pemantauan 

Prosedur Catatan 

1.  Pengukuran 
curah hujan 

SPO Pengukuran Data Curah 
Hujan, No. Keling-17/PNB/20, 
tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.  
 

Prosedur telah mencantumkan 
acuan/referensi, namun acuan yang 
digunakan untuk pengamatan data 
SPAS (Stasiun Pengamatan Arus 
Sungai) sehingga tidak tepat. 

2.  Pengelolaan 
limbah B3 

SPO Pedoman Penanganan & 
Pengelolaan Limbah B3, No. HSE-
009/PNM/23, Tanggal 30 April 
2023, Revisi 00.  

- 

SPO Pedoman Pengelolaan 
Limbah, No. HSE-008/PNM/23, 
Tanggal 30 April 2023, Revisi 00.  

- 

3.  Pengelolaan 
persemaian 

SPO Pengadaan Bibit 
(Persemaian), No. Prod-
05/PNB/19, Tanggal 10 Maret 
2020, Revisi 02.  

Prosedur belum mencantumkan 
acuan/referensi terkait. 

SPO Pengadaan Bibit dari Stek 
Pucuk, No. Binhut-06/PNB/20, 
Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 01.  

Prosedur belum mencantumkan 
acuan/referensi peraturan yang 
digunakan dalam penyusunan prosedur. 

4.  Pemantauan 
kualitas air 
sungai 

SPO Pemantauan Kualitas Fisik 
Kimia Air Sungai, No. Keling-
14/PNB/20, Tanggal 10 Maret 
2020, Revisi 01. 

Prosedur belum merujuk PP RI No. 22 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang memuat baku 
mutu standar kualitas air. 
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5.  Pengukuran 
debit sungai 

SPO Pengukuran Kecepatan Air 
Sungai, No. Keling-20/PNB/20, 
Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 01.  

Prosedur merujuk pada aturan-aturan 
terkait SPAS. 

6.  Pengukuran 
sedimentasi 
sungai 

SPO Pengukuran Pengolahan 
Data Sedimen, No. Keling-
19/PNB/20, Tanggal 10 Maret 
2020, Revisi 02. 
 

Prosedur telah mencantumkan 
acuan/referensi, namun acuan yang 
digunakan untuk pengamatan data 
SPAS (Stasiun Pengamatan Arus 
Sungai) sehingga tidak tepat. 

7.  Pemantauan 
erosi tanah 

SPO Pemantauan Erosi Tanah, 
No. Keling-13/PNB/20, Tanggal 10 
Maret 2020, Revisi 01.  

Prosedur telah mencantumkan 
acuan/referensi, namun acuan yang 
digunakan untuk pengamatan data 
SPAS (Stasiun Pengamatan Arus 
Sungai) sehingga tidak tepat. 

SPO Pengukuran Data Erosi 
Tanah, No. Keling-18/PNB/20, 
tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.  

Prosedur telah mencantumkan 
acuan/referensi, namun acuan yang 
digunakan untuk pengamatan data 
SPAS (Stasiun Pengamatan Arus 
Sungai) sehingga tidak tepat. 

 

b. Verifier 3.3.2 : Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang 
memadai 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Sarana prasarana pengelolaan dampak fisik-kimia PT Panambangan diantaranya : 
Ombrometer, stik erosi di Blok RKT 2025, dan pengukur tinggi muka air sungai (portable). 

b. Kegiatan pengelolaan limbah/sampah domestik belum dilaksanakan secara optimal, yakni 
belum ada TPA sampah. Pemusnahan sampah dengan cara dibakar. PT Panambangan telah 
memiliki Tempat Penyimpanan Sementara LB3 namun belum ada izin bangunan / Rintek. 
Bangunan TPS LB3 sudah diberi lapisan palet dan lantai semen dan penyekatan untuk tiap jenis 
limbah. 

c. Personil kelola lingkungan PT Panambangan sebanyak total 7 orang, dimana 1 (satu) orang 
diantaranya merupakan GANISPH BINHUT. PT Panambangan belum memiliki tenaga 
kompeten dalam kegiatan penanganan LB3. Selama periode audit, terdapat kegiatan pelatihan 
internal terkait kegiatan konservasi tanah dan air namun bukti kegiatan tidak lengkap (Tidak ada 
daftar hadir, foto dengan tanggal kegiatan). 

c. Verifier 3.3.3 : Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai Dokumen RKL 
dan RPL tahun 1995, RKUPH, dengan teknis mengacu pada prosedur yang disusun. 

b. Pelaksanaan pengelolaan-pemantauan komponen fisik-kimia dan limbah B3 : 

1. Saluran drainase telah dibuat pada jalan-jalan hutan. Namun saat pengecekan lapangan, 
tidak ada pemeliharaan jalan yang membuat putusnya akses ke kawasan blok RKT 2025 
sehingga menghambat kegiatan pengelolaan dan pemantauan. 

2. Belum ada rintangan penahan erosi (sodetan/guludan) 

3. Pemantauan erosi tanah di blok RKT 2023 – 2025, Pemantauan debit Sungai Anak Baay 
(Inlet dan Outlet) setiap bulan secara rutin, pemantauan iklim mikro (curah hujan, suhu, 
kelembaban), dan pemantauan kualitas air sungai di Sungai Baay Semester I Tahun 2025. 
Belum dilaksanakan pemantauan kualitas air sungai pada periode Semester II 2025 dan 
Semester I 2026 

4. Belum melaksanakan pemantauan neraca limbah B3 (keluar-masuk limbah B3) melalui 
website SIMPEL-SPEED.  
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5. Memiliki TPS LB3 namun belum dilengkapi izin Rintek TPS LB3 dan kerjasama 
pengangkutan LB3 dengan pihak ketiga 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

 (8/12) x100% = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator 
3.4 

: Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

a. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Panambangan : 

1. SPO Inventarisasi Flora Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-05/PNB/20, Tanggal 
10 Maret 2020, revisi 02.  

2. SPO Inventarisasi Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-04/PNB/20, Tanggal 
10 Maret 2020, Revisi 02.  

3. SPO Identifikasi Flora Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-0/PNB/20, Tanggal 10 
Maret 2020, Revisi 02.  

4. SPO Pemantauan Flora Langka/Dilindungi. No. Keling-09/PNB/20 Rev. 02 Tanggal 10 Maret 
2020.  

5. SPO Identifikasi Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-08/PNB/20, Tanggal 
10 Maret 2020, Revisi 2. 

Kelengkapan prosedur : Metode/plot pengamatan fauna belum dijelaskan sesuai kelompok fauna 
yakni hanya menggunakan metode transek jalur. Penentuan metode pengamatan seharusnya 
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok fauna, seperti Aves dengan transek 
garis atau point count, Herpetofauna dengan Visual Encounter Survey (VES), Serangga dengan 
metode perangkap, dan lainnya. 

Prosedur identifikasi fauna belum merujuk pada :  

1. PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (didalamnya memuat tata 
cara penilaian dan klasifikasi satwa dalam kegiatan identifikasi)  

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/ 
HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di 
dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). 

3. Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 
2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 

b. Verifier 3.4.2 : Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit, PT Panambangan telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna dilindungi 
dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : 

Pelaksanaan identifikasi flora dilindungi : 

a. Pengamatan di SS. Bayanak, SS. Ambulabung, SS. Kadubaay, KPPN, KPSL, Kebun Benih, 
Bufferzone, dan Hutan Karst. Belum dilaksanakan pengamatan di Blok RKT tahun berjalan 

b. Laporan tidak menjelaskan teknis/metode pengamatan flora yang digunakan 

c. Pengamatan flora dilindungi belum dilakukan sesuai strata tegakan (semai, pancang, tiang, 
pohon) 

Pelaksanaan identifikasi fauna dilindungi 

a. Pengamatan di SS. Bayanak, SS. Ambulabung, SS. Kadubaay, KPPN, KPSL, Kebun Benih, 
Bufferzone, Hutan Karst, dan blok RKT 2025 
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b. Laporan tidak menjelaskan teknis/metode pengamatan fauna yang digunakan 

c. Hasil identifikasi fauna telah diklasifikasikan sesuai kelas Mamalia, Burung, Reptil, dan 
Insectisida (Kupu-kupu dan Capung) 

c. Verifier 3.4.3 : Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Panambangan termuat dalam Laporan 
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung dan Keanekaragaman Hayati PT 
Panambangan Periode Tahun 2025.  

Kelengkapan data identifikasi flora dan fauna dilindungi : 

a. Data status konservasi sesuai kategori IUCN, Appendices CITES, dan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 
12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang 
Dilindungi telah tersedia 

b. Data inventarisasi flora dan fauna dilindungi tersedia berupa data jumlah individu, jumlah jenis, 
Indeks Keanekaragaman Jenis (H’), Indeks Keseragaman (E’), dan Indeks Dominansi (D’) di 
Sempadan Sungai Bayanak, SS. Ambulabung, SS. Kadubaay, KPPN, KPSL, Kebun Benih, 
Bufferzone, dan Hutan Karst. Hasil identifikasi fauna dilindungi juga tersedia di blok RKT 2025 

c. Tidak tersedia data pengamatan flora dilindungi sesuai strata tegakan (semai, pancang, tiang, 
pohon) 

d. Rekaman pendukung tidak tersedia (tallysheet tidak dilampirkan, foto kegiatan, foto jenis 
flora/fauna yang ditemukan) 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

 (10/15) x100% = 66,67% (SEDANG) 

5. Indikator 
3.5 

: Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 
rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 
terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

a. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi PT Panambangan diantaranya : 

1. SPO Pengelolaan Flora Langka/Dilindungi, No. Keling-07/PNB/20, tanggal 10 Maret 2020, 
Revisi 02.  

2. SPO Pengelolaan Satwa Liar Langka/Dilindungi, No. Keling-06/PNB/20, Tanggal 10 Maret 
2020, Revisi 02.  

Sesuai dengan Surat Keputusan MenLHK No. SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 
26 April 2023 tentang Persetujuan RKUPH PBPH Periode Tahun 2023 – 2032 atas nama PT 
Panambangan Prov. Kalimantan Timur. PT Panambangan selain melaksanakan kewajiban sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan juga wajib melakukan perlindungan terhadap satwa liar 
yang dilindungi dengan melakukan kegiatan antara lain : Monitoring pergerakan satwa; Monitoring 
populasi; Penerapan konsep berbagi ruang (living harmony); Pengamanan dan perlindungan satwa 
dan habitatnya; Pembinaan habitat, sosialisasi koridor; Edukasi konservasi; Peningkatan kapasitas 
SDM terkait perlindungan satwa liar dilindungi; dan lainnya. Dalam prosedur belum dijelaskan 
mekanisme/teknis kegiatan dari kewajiban diatas. 

Prosedur pengelolaan fauna dilindungi belum merujuk dan mengadopsi aturan berikut : 
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1. PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (berisi penilaian dan 
klasifikasi satwa, cara penyelamatan jenis satwa, penyelamatan satwa secara insitu dan eksitu, 
dan sebagainya) 

2. Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang 
Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH. 

3. Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/ Setjen/Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar 
Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan. 

4. SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di Dalam dan 
Di Luar Kawasan Hutan. 

b. Verifier 3.5.2 : Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi PT Panambangan selama periode audit : 

1. Identifikasi flora dan fauna dilindungi  

2. Penataan batas kawasan lindung 

3. Pengayaan kawasan lindung 

4. Monitoring populasi 

5. Penerapan konsep berbagi ruang (living harmony) melalui pemasangan jalur lintasan satwa di 
beberapa lokasi 

6. Melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan satwa dan habitatnya melalui patroli, 
penataan dan sosialisasi kawasan lindung 

Kegiatan yang belum dilakukan sesuai prosedur diantaranya : 

1. Penandaan pohon dilindungi 

2. Pembuatan bibit pohon dilindungi di persemaian 

PT Panambangan belum melakukan kegiatan khusus pengelolaan jenis satwa kunci/satwa endemik 
di areal PBPH. Areal konsesi merupakan habitat bagi jenis Orangutan (Pongo pygmaeus) sehingga 
diwajibkan melakukan pengelolaan secara khusus seperti pembentukan Satgas Orangutan, 
Pelatihan Satgas Orangutan, dan pelatihan penanganan konflik satwa-manusia. Kegiatan tersebut 
belum dilaksanakan oleh PT Panambangan sesuai Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ 
HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam 
Areal Kerja PBPH. 

c. Verifier 3.5.3 : Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan 
habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Panambangan telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk perlindungan habitat 
flora dan fauna yang dilindungi, yakni areal KPPN untuk perlindungan plasma nutfah, KPSL 
sebagai areal pelestarian satwa dan koridor satwa, Kebun Benih sebagai areal pelestarian 
pohon induk, Hutan Lindung Kraitan dan Hutan Karst sebagai habitat satwa, termasuk 
Orangutan yang eksis di wilayah PT Panambangan. 

b. Saat observasi lapang, auditor masih menjumpai keragaman jenis satwa di wilayah PBPH, 
yakni dijumpai Payau/Rusa di wilayah blok RKT 2025 Petak F27 dekat dengan Sempadan 
Sungai Anak Baay, lalu dijumpai juga burung Rangkong, dan sekelompok Monyet Beruk.  

c. Pada areal kawasan lindung PT Panambangan, diketahui teridentifikasi adanya gangguan 
terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi yakni berdasarkan hasil wawancara dengan PJ 
Kepala Desa Baay (Dedy Damhudi), Kepala Adat (Sulaiman), Sekdes Baay (Dedi Mulyana), 
dan tokoh masyarakat, diketahui masih terdapat perburuan satwa untuk konsumsi masyarakat 
dengan jenis Kancil/Pelanduk dan Payau/Rusa. Berdasarkan kondisi diatas, disimpulkan 
bahwa terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora 
dan/atau fauna namun masih terdapat gangguan. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

 (10/15) x 100% = 66,67 % (SEDANG) 

 

D. Aspek SOSIAL 
 

1. Indikator 
4.1 

: Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan 
wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat 
setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

a. Verifier 
4.1.1 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 
penandaan batas secara partisipatif. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak- 
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi 
areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : 
1. SOP Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat (No. Dokumen : 

022/SOP/PNB/2024 Revisi 2) tanggal 12 April 2024 dibuat oleh M. Aini Effendi 
(Kabid PHL), disahkan oleh Sudjani (Camp Manager) 

2. SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaat SDH (No. 
Dokumen :024/SOP/PNB/2024 Revisi 2) tanggal 24 Januari 2024 dibuat oleh 
M. Aini Effendi (Kabid PHL), disahkan oleh Sudjani (Camp Manager) 

3. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Komunitas Masyarakat Adat dan Hukum 
Adat (No. Dokumen : 010/SOP/PNB/2024 Revisi 2) tanggal 24 Januari 2024 
dibuat oleh M. Aini Effendi (Kabid PHL), disahkan oleh H. Sudjani (Camp 
Manager) 

4. SOP Tata Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Masyarakat 
Adat/Masyarakat Setempat Secara Partisipatif (No. Dokumen : 
011/SOP/PNB/2024 Revisi 2) tanggal 10 Februari 2024 dibuat oleh M. Aini 
Effendi (Kabid PHL), disahkan oleh H. Sudjani (Camp Manager) 

Hasil telaahan terhadap SOP yang ada belum mengacu pada peraturan yang 
terbaru, diantaranya PermenLHK No. 7 Tahun 2021, PermenLHK No. 8 Tahun 
2021 dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021. 
Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat 
adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana 
aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya 
tetap diperbolehkan. 
PBPH PT Panambangan memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat / masyarakat setempat dan dileniasi serta 
penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat / masyarakat setempat secara 
partisipatif, namun belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan 
perundangan yang berlaku. 

b. Verifier 
4.1.2 

: Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
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Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan memiliki dokumen identifikasi hak-hak dasar masyarakat 
adat/masyarakat setempat memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat tertuang dalam : 
1) RKUPH PT Panambangan Periode Tahun 2023-2032 dengan Nomor SK. 

4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/ 2023 tanggal 26 April 2023 
2) Dokumen RKTPH Tahun 2025 telah diterbitkan secara self approval disetujui 

oleh Direktur dengan No. 01/01/RKT/KPTS-DIR/I/2025 tanggal 31 Desember 
2024 

3) Dokumen RKTPH Tahun 2026 telah diterbitkan secara self approval disetujui 
oleh Direktur dengan No. 05/02/RKT/KPTS-DIR/II/2025 tanggal 5 Februari 
2026 

4) Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 
yang digunakan Warga Masyarakat Tahun 2026, menjelaskan aktivitas 
masyarakat Desa Baay, Desa Tebangan Lembak dan Desa Tepian Langsat 
dalam memanfaatkan HHBK (ikan, rotan dan madu), akan tetapi tidak 
dilengkapi dengan koordinat/lokasinya. 

5) Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) pada Wilayah 
PBPH PT Panambangan Tahun 2023, Berdasarkan dokumen ini di hal. II.19 
dijelaskan Konteks Demografis, Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 
Sekitar Areal (Desa Tepian Langsat, Desa Baay dan Desa Tebangan Lembak).  
Pada dokumen ini juga dijelaskan adanya KBKT 5 berupa sungai-sungai yang 
berada di dalam areal yang digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air 
bersih maupun sumber pemenuhan protein masyarakat dengan luas wilayah 
1.466,54 ha.  Tidak terdapat situs budaya atau tempat keramat yang memiliki 
ikatan khusus bagi masyarakat yang berada di sekitar areal. 

6) Laporan Pemetaan Sosial PT Panambangan Tahun 2024, menjelaskan 
tentang keberadaan masyarakat yang berada di sekitar areal yaitu Desa Baay, 
Desa Tebangan Lembak dan Desa Tepian Langsat mencakup deskripsi umum 
wilayah desa yaitu kondisi sosial budaya, geografis, kependudukan dan mata 
pencaharian serta sarana dan fasilitas umum 

PBPH PT Panambangan belum menyusun secara khusus Hasil Identifikasi Hak-
hak Dasar Masyarakat di sekitar areal kerja sebagai output dari Prosedur 
Identifikasi Keberadaan dan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat/Masyarakat 
Setempat (No. Dokumen : 022/SOP/PNB/2024). 
Hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Baay, menyatakan bahwa pada RKT 
2025-2026 telah dilakukan identifikasi terhadap tumbuhan yang dilindungi oleh 
masyarakat yaitu pohon banggeris, pohon buah-buahan dan pohon upas (tanaman 
yang kulitnya dimanfaatkan untuk baju adat) dan tidak diganggu oleh perusahaan. 
Konfirmasi dengan Pendamping Kriteria sosial menyatakatan bahwa rekaman 
pelaksanaan belum seluruhnya terdokumentasi. 
Berdasarkan uraian diatas PT Panambangan telah memiliki rekaman hasil 
pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat namun belum seluruhnya  sesuai  prosedur, 
diantaranya belum tersedia laporan hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat 
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sesuai dengan Prosedur Identifikasi Keberadaan dan Hak-hak Dasar Masyarakat 
Adat/Masyarakat Setempat. 

c. Verifier 
4.1.3 

: Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan sudah melakukan deliniasi dan implementasi 
penandaan batas pada areal PBPH PT Panambangan yang dikuasai masyarakat 
dan kelompok masyarakat, tertuang dalam : 
1) Peta Sebaran Desa Panambangan PT Panambangan Skala 1 : 50.000, 

teridentifikasi terdapat 10 (sepuluh) desa yang berada di bagian selatan areal 
dan satu desa di bagian utara. 

2) Peta Pencermatan Areal Ijin PBPH PT Penambangan terhadap Wilayah 
Administrasi Desa Skala 1:115.000 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah 
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 18 Maret 2024.  Berdasarkan peta 
tersebut diketahui bahwa sebagian besar areal PT Penambangan berada di 
wilayah Desa Tepian Langsat (32.693,78 ha), Desa Baay (8.641,88 ha) dan 
Desa Tebangan Lembak seluas 580,48 ha.  Total luas areal 41.916,14 ha.  

3) Peta Administrasi PT Panambangan Skala 1 : 250.000, teridentifikasi terdapat 
3 (tiga) wilayah administrasi desa yang masuk dalam konsesi perusahaan 
yaitu Desa Baay, Desa Tepian Langsat dan Desa Tebangan Lembak. 

4) Peta Sebaran Lokasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT 
Panambangan Skala 1 : 35.000. Teridentifikasi 4 lokasi pemanfaatan HHBK di 
akses jalan dan blok RKT 2024 yang meliputi : Lokasi Tanaman Buah, Pohon 
Banggeris, Rotan, Sungai tempat mencari ikan dan kawasan lindung. 

5) Peta Areal Penguasaan Lahan PT Panambangan oleh Pihak Lain Skala 1: 
15.000, teridentifikasi terdapat penguasaan lahan oleh perusahaan lain (PT 
MKC) seluas 502 ha dan ladang masyarakat Desa Tepian Langsat seluas 10 
ha. 

PBPH PT Panambangan telah merencanakan kegiatan deliniasi dan penandaan 
batas secara partisipatif terkait adanya perladangan masyarakat, wilayah desa 
dalam areal, pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan penandaannya di lapangan 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan RKUPH penataan batas areal kerja PT Panambangan baru 

mencapai  61.229 km dari 102.519 Km (atau 59,72%) 
2. Delineasi wilayah desa di dalam areal PT Panambangan telah terealisasi 

sesuai rencana, dimana telah tertuang pada Peta Administrasi PT 
Panambangan Skala 1 : 250.000, Berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa 
sebagian besar areal perusahaan berada di wilayah Desa Tepian Langsat 
(32.693,78 ha), Desa Baay (8.641,88 ha) dan Desa Tebangan Lembak seluas 
580,48 ha (atau 100 %) 

3. Deliniasi terhadap keberadaan lokasi-lokasi Potensi HHBK di dalam areal telah 
terealisasi yaitu tertuang dalam Peta Sebaran Lokasi Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT Panambangan Skala 1 : 35.000 (atau 100 %) 

4. Delineasi terhadap perladangan masyarakat di dalam areal telah terealisasi 
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yaitu tertuang dalam Peta Areal Penguasaan Lahan oleh Pihak Lain  Skala 1 :  
15.000, dimana telah teridentifikasi areal overlap dengan PT MKC seluas 502 
ha dan perladangan/kebun masyarakat Desa Tepian Langsat seluas 10 ha, 
belum seluruhnya (atau 80%) 

5. Penandaan batas wilayah desa di dalam areal direncanakan di wilayah desa 
yang telah jelas disepakati batasnya sesuai batas definitif yang ditetapkan oleh 
pemerintah dan disetujui oleh kelembagaan adat.  Yang sudah jelas yaitu 
antara Desa Baay dan Desa Tepian Langsat.  Penandaan telah terealisasi 
yaitu pemasangan plang batas pada koordinat : X 543615,507 dan Y 
112074,621 (atau 100 %) 

Rata - rata hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di 
areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat sebesar  (439,72 / 5 ) x 100 % = 87,94 %. 
PBPH PT Panambangan telah melakukan deliniasi terhadap areal yang 
dikuasai/dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, PT Panambangan telah 
melakukan penandaan secara partisipatif di lapangan. 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa di 
areal PT Panambangan telah melakukan penandaan batas secara partisipatif 
terhadap lokasi yang dilindungi masyarakat sekitar.  
PBPH PT Panambangan telah melakukan identifikasi dan deliniasi terhadap areal 
klaim atau dilindungi oleh masyarakat sekitar yang ada di arealnya, dan telah 
melakukan  penandaan batas secara partisipatif di lapangan, mencapai 
sekitar 87,94 %. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.1 

: 
(10 /12) x100% = 83,33 % (BAIK) 

2. Indikator 
4.2 

: Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang 
sistematis dan terukur 

a. Verifier 
4.2.1 

: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode penilikan ke-2 (tahun 2026), PT Panambangan memiliki 
dokumen/laporan pemetaan potensi konflik yang ada di arealnya tertuang dalam : 
1. Peta Areal Penguasaan Lahan oleh Pihak Lain Skala 1 : 15.000, menjelaskan 

potensi konflik lahan dengan pihak lain yaitu overlap dengan PT MKC seluas 
502 ha dan perladangan masyarakat Desa Tepian Langsat seluas 10 ha.  
Namun belum ada identifikasi lebih lanjut terhadap masyarakat yang 
melakukan perambahan tersebut. 

2. Laporan Pemetaan Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik PBPH PT 
Panambangan Semester II tahun 2025, tidak terdapat bukti penyampaian ke 
Dishut Kaltim maupun BPHL XIII Samarinda. 

3. Laporan Pemetaan Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik PBPH PT 
Panambangan Semester II tahun 2025, tidak terdapat bukti penyampaian ke 
Dishut Kaltim maupun BPHL XIII Samarinda. 
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PBPH PT Panambangan telah menyusun dokumen Laporan Pemetaan Resolusi 
Konflik Semester 2 Tahun 2025 (Semester 1 Tahun 2025 tidak tersedia) dan 
Semester 1 Tahun 2026, dengan status konflik pada periode tahun tersebut di 
tingkat PBPH dengan Score paling tinggi 30 % ( < 36 %) atau kategori SANGAT 
RENDAH/AMAN, dan namun belum disampaikan ke instansi berwenang (tidak 
terdapat tanda terima). 
Hasil wawancara dengan dengan responden di Desa Baay (Sekretaris Desa, Tokoh 
Adat dan Tokoh Masyarakat) dan Kepala Desa Tebangan Lembak, menyatakan 
bahwa aktivitas masyarakat ke dalam areal PT Panambangan yaitu mencari hasil 
hutan bukan kayu (berburu, mencari ikan, mencari rotan dan madu), yang berarti 
potensi konflik pemanfaatan HHBK terjadi dengan masyarakat Desa Baay dan 
Desa Tebangan Lembak, namun dalam laporan tersebut belum tercakup. 
PBPH PT Panambangan telah memiliki sebagian laporan pemetaan potensi dan 
resolusi konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun 
belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan serta pelaporannya belum sesuai tata 
waktu dan belum melaporkan kepada instansi berwenang maupun secara on line 
melalui SIPASHUT. 

b. Verifier 
4.2.2 

: Tersedia Mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan memiliki Prosedur/mekanisme resolusi konflik yang ada 
di arealnya tertuang dalam : 
1. Standar Prosedur Operasional Resolusi Konflik (No. Dokumen :PMDH-

06/PNB/19 Rev.1) tanggal 10 Maret 2020 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid 
PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. 
Nunuk W (Direktur Operasional) 

2. Standar Prosedur Operasional Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan 
masyarakat (No.Dokumen :  PMDH-07/PNB/19 Rev.1) tanggal 10 Maret 2020 
dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah 
(Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W (Direktur Operasional) 

3. Standar Prosedur Operasional Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. 
Dokumen : Keling-26/PNB/20 Revisi 02) Tanggal 10 Maret 2020, dibuat oleh 
Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), 
dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W (Direktur Operasional). 

4. Standar Prosedur Operasional Pengendalian Penebang Liar (No. Dokumen : 
Keling-23/PNB/20 Revisi 2) Tanggal 10 April 2020, dibuat oleh Darnawi S.Hut 
(Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui 
oleh Ir. Nunuk W (Direktur Operasional). 

5. Standar Prosedur Operasional Pengendalian Perladangan Liar (No. 
Dokumen : Keling-24/PNB/20 Revisi 1) Tanggal 10 April 2020, dibuat oleh 
Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), 
dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W (Direktur Operasional). 

Hasil telaahan terhadap Prosedur yang ada, SOP belum mengacu kepada 
peraturan yang berlaku, diantaranya PermenLHK No. 8 Tahun 2021, PermenLHK 
No. 9 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri LHK No, 285 Tahun 2024. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat, diperoleh informasi 
bahwa SOP Resolusi Konflik belum disosialisasikan ke seluruh desa yang 
terdampak (belum tersedia bukti sosialisasi) 
Berdasarkan uraian diatas, PT Panambangan telah memiliki mekanisme resolusi 
konflik yang  mengakomodir sebagian potensi konflik yang ada, namun belum 
mengacu pada peraturan yang berlaku dan belum disosialisasikan kepada para 
pihak. 

c. Verifier 
4.2.3 

: Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan memiliki kelembagaan  penanganan  resolusi  sesuai 
Surat Keputusan Direktur Utama PT Panambangan No. 03/PNB/SKPHPL/IV/2024 
tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT Panambangan Tanggal 
2 Januari 2024.   
Pada SK ini telah ditetapkan Tim Penanganan Konflik yang dipimpin oleh Camp 
Manager sebagai penanggung jawab yang dibantu oleh Kabag Bina Lingkungan 
dan Sosial, Kabag Umum dan Keuangan, Kasi Kelola Sosial & Kemitraan Hutan 
dan Kasi Perencanaan.  Terdapat job deskripsi yang jelas dan pelibatan para pihak 
yang dilakukan oleh tim resolusi konflik sesuai tingkat eskalasi konflik.   
Terkait pendanaan pada periode tahun 2025-2026, PT Panambangan telah 
menyiapkan  anggaran untuk penanganan konflik tahun 2025 sebesar Rp. 
200.000.000,- dan tahun 2026 sebesar Rp.220.000.000,- berupa kegiatan CD CSR 
/ Kelola Sosial 
PBPH PT Panambangan memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan konflik 
yang melibatkan para pihak, serta PT Panambangan telah menyiapkan anggaran 
untuk penyelesaian konflik setiap tahun, berupa kegiatan CD CSR/Kelola Sosial. 

d. Verifier 
4.2.4 

: Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan dalam areal kerjanya memiliki potensi konflik terkait 
adanya kegiatan perladangan/kebun masyarakat, illegal logging dan 
pemanfaatan/pemungutan HHBK (madu, rotan, perburuan satwa, mencari ikan) 
oleh masyarakat di sekitar areal diantaranya Desa Baay, Desa Tepian Langsat dan 
Desa Tebangan Lembak.  
Konfirmasi dengan Pendamping Kelola Sosial menyatakan bahwa proses-proses 
penanganan potensi konflik sejauh ini belum direncanakan secara terukur. 
Berdasarkan uraian di atas, pada PT Panambangan belum menyusun rencana 
resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik memuat sasaran yang jelas 
(termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, 
alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, 
dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak. 
PBPH PT Panambangan belum melakukan identifikasi potensi konflik secara 
keseluruhan yang ada di arealnya, dan PT Panambangan belum menyusun 
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rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan belum 
memasukan dalam dokumen RKUPH, dan penyusunannya melibatkan para 
pihak.  

e. Verifier 
4.2.5 

: Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode Penilikan ke-2 (tahun 2026), PBPH PT Panambangan pada periode 
tahun 2025-2026 belum dapat menunjukkan bukti-bukti penanganan konflik yang 
terdokumentasi.  Sesuai penjelasan pada verifier 4.2.4 auditi belum 
merencanakan penanganan konflik secara terukur dan terdokumentasi. Sehingga 
realisasi penanganan konflik juga belum dapat ditunjukkan. 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Baay (Pj. Kades, Sekdes, BPD, 
Tokoh Masyarakat dan Ketua Adat) menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir 
tidak ada konflik yang terbuka antara masyarakat dengan perusahaan. Wakil 
masyarakat membenarkan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam areal 
kerja PT Panambangan yang meliputi perburuan satwa, mencari rotan, ikan dan 
madu jika musim.  Sejauh ini kegiatan-kegiatan tersebut masih berlangsung, 
demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat desa lainnya.  Bahkan di areal yang 
berbatasan dengan wilayah Desa Tepian Langsat, sesuai hasil identifikasi telah 
terdapat kegiatan perladangan/kebun masyarakat seluas 10 ha yang telah ditanami 
kelapa sawit, tanaman buah, pondok kerja dan bangunan sarang burung walet. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, PBPH PT Panambangan belum memiliki 
dokumen yang menjelaskan upaya-upaya penanganan potensi konflik dan 
melaporkannya ke dinas terkait. 

f Verifier 
4.2.6 

: Legalitas kemitraan konsesi hutan 

 Bobot : 2 

 NILAI : BURUK 

 Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode audit Penilikan ke-2 (tahun 2026), PBPH PT Panambangan belum 
tersedia program Kerjasama Kemitraan Konsesi Hutan, sesuai SK MenLHK Nomor 
285 tahun 2024. 
Hasil wawancara dengan pendamping Kriteria Sosial (Bpk. Effendi) dan wakil 
masyarakat desa sekitar, sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan ke-2, PT 
Panambangan belum tersedia progres pembentukan kerjasama kemitraan 
konsesi di arealnya. 
PBPH PT Panambangan belum memiliki dokumen kerjasama kemitraan 
konsesi hutan yang memuat hak dan kewajiban yang disetujui  dan disepakati oleh 
para pihak. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.2 

: 
(11/27) x100%  = 40,74% (BURUK) 

3. Indikator 
4.3 

: Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 
antar para pihak 
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a. Verifier 
4.3.1 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 
SDH oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT 
Panambangan meliputi : 
1. Peta Sebaran Desa di Sekitar Areal Panambangan Skala 1 : 250.000 tahun 

2025. Dimana teridentifikasi terdapat 3 (tiga) desa yang berbatasan langsung 
dengan areal konsesi yaitu Desa Baay, Desa Tepian Langsat dan Desa 
Tebangan Lembak. 

2. Laporan HHBK PT Panambangan Tahun 2026, dimana terdapat masyarakat 
sekitar yang mencari rotan, madu, ikan &  berburu di areal PT Panambangan. 

3. Peta Penguasaan Lahan oleh Pihak Lain, dimana terdapat penguasaan lahan 
oleh masyarakat Desa Tepian Langsat seluas 10 ha, yang dikuasai oleh 
anggota Kelompok Tani Itamiya Herly (Sukardi dan Jamal dkk) dengan 
tanaman padi, jagung, kelapa sawit dan bangunan sarang burung walet 

4. Laporan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) PT Panambangan Tahun 
2023  

5. Laporan Pemetaan Sosial (Social Mapping) PT Panambangan Tahun 2024 
6. Berita Acara Kesepakatan Bantuan Pembukaan Lahan Masyarakat di Desa 

Baay tanggal 10 Februari 2025 
7. Jumlah karyawan Lokal PT Panambangan pada periode tahun 2025 – 2026, 

rata -rata 23,64 %. 
8. Jumlah kontraktor pada tahun 2025 dan 2026 ada 2 kontraktor (1 berasal dari 

lokal). 
9. BAST Kegiatan Kelola Sosial PT Panambangan Tahun 2025 - 2026 (tersedia 

sesuai kegiatannya) 
Berdasarkan telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PBPH PT Panambangan 
telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 
oleh pemegang PBPH yang lengkap dan telah diperbaharui. 

b. Verifier 
4.3.2 

: Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran 
serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 
1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. Dokumen :  PMDH-04/PNB/19 

Rev.1), dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah 
(Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W (Direktur Operasional) tanggal 
10 Maret 2019 
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2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No. Dokumen : PMDH-03/PNB/19 
Rev.1), tanggal 10 Maret 2019 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), 
Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W 
(Direktur Operasional) 

3. SOP Kemitraan Kehutanan (No. Dokumen : NKK-01/PNB/23 tanggal 10 Juli 
2023) dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah 
(Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W (Direktur Operasional) 

4. Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Adat/Masyarakat Setempat (No. 
Dokumen : 010/SOP/PNB/2024 Revisi 2) tanggal 24 Januari 2024 dibuat oleh 
M. Aini Effendi (Kabid PHL), disahkan oleh H. Sudjani (Camp Manager) 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Baay meliputi : Pj. Kades (Bpk. 
Dedi Damhudi), Kepala Adat (Bpk. Sulaiman), Sekdes (Dedi Mulyana) dan 
Tokoh Masyarakat) dan wakil desa lainnya, terdapat informasi bahwa sampai saat 
ini belum terdapat program ekonomi yang disepakati bersama.  Konfirmasi 
dengan Pendamping Kriteria Sosial (Bpk. Effendi) membenarkan hal tersebut.  
Terkait dengan kerjasama kemitraan kehutanan telah disosialisasikan di Desa 
Tepian Langsat, namun belum mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. 
Berdasarkan uraian diatas, PBPH PT Panambangan telah memiliki mekanisme 
dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 
adat dan/atau masyarakat dan telah disosialisasikan kepada masyarakat 
terdampak namun belum ada bukti persetujuan dari masyarakat desa binaan. 

c. Verifier 
4.3.3 

: Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-2 (tahun 2026), PBPH PT Panambangan memiliki 
dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 
1) RKUPH PT Panambangan Periode Tahun 2023 – 2032.  Kegiatan kelola sosial 

yang menyangkut kegiatan ekonomi yaitu kemitraan kehutanan bersama 
masyarakat dan pengembangan usaha produktif masyarakat. 

2) RKTPH PT Panambangan Tahun 2025 – 2026. 
 Tahun 2025 :  

Kegiatan kelola sosial pada aspek ekonomi yaitu pengembangan usaha 
produktif (pengembangan demplot) 

 Tahun 2026 :  
Kegiatan kelola sosial pada aspek ekonomi yaitu pengembangan usaha 
produktif (pengembangan demplot) 

3) Rencana Operasional Kelola Sosial PT Panambangan tahun 2025 dan 2026, 
aspek ekonomi berupa Pemberdayaan Masyarakat, akan tetapi : 
 Dalam Rencana Operasional kegiatannya tidak dijelaskan terkait  jenis 

kegiatan dan sasaran program pada masing-masing desa binaan 
 Kegiatan sosial yang ada belum mengakomodir aspirasi masyarakat 
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Hasil wawancara dengan responden wakil masyakat sekitar areal, menyatakan 
bahwa belum ada perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang disepakati 
bersama yang mengakomodir aspirasi masyarakat. 
PBPH PT Panambangan memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai 
kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat. 

d. Verifier 
4.3.4 

: Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Panambangan telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan 
aktifitas ekonomi produktif masyarakat meliputi : 
- Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Panambangan Tahun 2025 - 2026, rata-

rata sebesar 23,64% 
- Pemanfaatan Kontraktor Lokal PT Panambangan tahun 2025 - 2026, ada 2 

kontraktor dan 1 kontraktor berasal dari lokal, sebesar  50 % 
- Kerjasama kemitraan dengan masyarakat belum ada, atau sebesar 0 %  
Sehingga implementasi kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT 
Panambangan sebesar : 
                         ( 23,64 +  50 + 0 ) % : 3 = 24,55 % ( < 30 %) 
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 
adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH oleh PT 
Panambangan mencapai 24,55 % ( < 30%) dari rencana. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.3 

 (9/15) x100% = 60,00% (SEDANG) 

4. Indikator 
4.4 

: Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku 

a. Verifier 
4.4.1 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan 
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi :  
 Berita Acara Pertemuan dengan Masyarakat Desa Baay Tanggal 21 Juni 

2023, ( kesepakan bantuan Pembangunan masjid, Fee kompensasi dan 
bantuan transportasi anak sekolah) 

 Berita Acara Kesepakatan Bantuan Pembukaan Lahan Masyarakat di Desa 
Baay tanggal 10 Februari 2025 

 Surat Kesepakatan Bersama antara PT Panambangan dan Pemerintah Desa 
Tebangan Lembak No. 003/SKB/PNB/VII/2024 (belum final). 

 Fee Produksi kayu sesuai kesepakatan 
 Bantuan lainnya berdasarkan usulan/proposal dari masyarakat. 
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Hasil verifikasi terhadap dokumen berita acara pertemuan dengan masyarakat 
Desa Baay, secara spesifik tidak menjelaskan program prioritas yang akan 
dijalankan, namun hasil wawancara dengan wakil masyarakat di Desa Baay, 
menyatakan bahwa yang menjadi program utama yaitu pembayaran fee 
kompensasi, bantuan dana untuk pembangunan masjid senilai Rp 150 juta (sudah 
terealisasi tahun sebelumnya) dan bantuan transportasi anak sekolah sebanyak 
Rp 2 juta/bulan (namun masih belum lancar).  Sedangkan kesepakatan dengan 
Desa Tebangan Lembak yaitu bantuan dana untuk penguat signal senilai Rp 50 
juta dan  program CD CSR secara bertahap. 
Program kegiatan Kelola Sosial lainnya yang dijalankan oleh PT Panambangan 
masih berdasarkan proposal/usulan dari desa/masyarakat yang disampaikan ke 
perusahaan selanjutnya dimintakan persetujuan dari pimpinan, apabila disetujui 
baru dilaksanakan. 

Berdasar uraian diatas, PBPH PT Panambangan telah melakukan sebagian 
hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial & 
lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak yaitu dengan 
Desa Baay dan Desa Tebangan Lembak (dari 5 desa binaan). 

b. Verifier 
4.4.2 

: Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 
pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2026), PT Panambangan memiliki dokumen 
rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian 
program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan 
anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : 
1) RKUPH PT Panambangan Periode Tahun 2023 – 2032.  Kegiatan kelola sosial 

meliputi pemetaan identifikasi dan resolusi konflik, kemitraan kehutanan 
bersama masyarakat, pengembangan usaha produktif masyarakat dan 
pembinaan masyarakat desa (honor guru, pendidikan, sosial budaya). 

2) RKTPH PT Panambangan Tahun 2025 – 2026. 
 RKT 2025 :  

Kegiatan kelola sosial pada aspek ekonomi yaitu pengembangan usaha 
produktif (pengembangan demplot) dan CSR (sosial budaya, 
pembangunan rumah ibadah, perbaikan jalan desa dan pendidikan). 

 RKT 2026 :  
Kegiatan kelola sosial pada aspek ekonomi yaitu pengembangan usaha 
produktif (pengembangan demplot) dan CSR (sosial budaya, 
pembangunan rumah ibadah, perbaikan jalan desa dan pendidikan). 

3) Rencana Program Kelola Sosial Tahun 2025-2026 : Meliputi aspek 
keagamaan, sosial budaya, infrastruktur, pendidikan dan ekonomi 
(pemberdayaan masyarakat). 

4) Kesepakatan dengan masyarakat sekitar areal 
Verifikasi terhadap dokumen perencanaan diatas : 
 Dalam dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial, tidak dijelaskan terkait  

jenis kegiatan dan sasaran program pada masing-masing desa binaan. 
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 Rencana Program Kelola Sosial telah memuat sebagian program prioritas, 
dukungan SDM dan sarana prasarana. 

 Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Baay (Pj. Kades, Sekdes, 
BPD, Tokoh Masyarakat dan Ketua Adat) menyatakan bahwa kesepakatan 
terkait bantuan dana untuk pembangunan masjid dan transportasi anak 
sekolah yang direncanakan dan telah direalisasikan.  Sedangkan berdasar 
pernyataan Kepala Desa Tebangan Lembak, kesepakatan yang terjadi akan 
direvisi kembali sesuai dengan perkembangan aspirasi dari masyarakatnya. 

PBPH PT Panambangan memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial 
dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, dimana sebagian 
besar rencana berada di Desa Baay, sedangkan desa lainnya baru sebagian. 

c. Verifier 
4.4.3 

: Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2026), PT Panambangan memiliki mekanisme 
terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan 
antara lain : 
1. SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. Dokumen : PMDH-03/PNB/19 

Rev.1), dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah 
(Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W (Direktur Operasional) tanggal 
10 Maret 2019. 

2. SPO Pembayaran Dana Kompensasi (No. Dokumen : PMDH-08/PNB/20 Rev 2) 
tanggal 10 Maret 2020 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh 
Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W Direktur 
Operasional. 

3. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Adat/Masyarakat Setempat 
(No. Dokumen : 010/SOP/PNB/2024 Revisi 2) tanggal 24 Januari 2024 dibuat 
oleh M. Aini Effendi (Kabid PHL), disahkan oleh H. Sudjani (Camp Manager). 

Seluruh prosedur telah memiliki legalitas yang jelas dan mengakomodir program 
prioritas yang akan dijalankan. Sistimatika penyusunan prosedur cukup lengkap 
mencakup pengertian, sasaran dan tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung 
jawab dan prosedur kerja, namun belum konsisten antar prosedur. 
Prosedur belum seluruhnya mengacu pada peraturan yang terbaru dan terdapat 
nomenklatur yang sudah tidak relevan seperti IUPHHK, PMDH, penanggung jawab 
(jabatan sudah tidak relevan dengan struktur organisasi perusahaan). 
Berdasar uraian diatas, PBPH PT Panambangan telah memiliki mekanisme 
implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya 
program prioritas dan telah mendapat pengesahan, akan tetapi SOP yang ada 
belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 

d. Verifier 
4.4.4 

: Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 
pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-2 (Tahun 2026), PT Panambangan  telah 
melakukan sosialisasi terkait kegiatan kelola sosial di 2 (dua) desa, dengan bukti 
pelaksanaan sbb :: 
Tahun 2025 : 
1. Berita Acara Sosialisasi RKT 2024, Kawasan Lindung, Kelola Sosial dan Visi 

Misi PT Panambangan Tahun 2024 di Desa Baay pada tanggal 6 Januari 2025 
(daftar hadir 20 orang). Materi sosialisasi mencakup RKT 2025, kawasan 
lindung, kelola sosial dan visi misi perusahaan. 

2. Berita Acara Sosialisasi RKT 2025 PT Panambangan di Desa Tebangan 
Lembak tanggal 19 April 2025.  Materi sosialisasi tentang rencana RKTPH 
Tahun 2025, visi misi, tata batas terluar dan batas partisipatif, kawasan hutan 
lindung, karhutla, illegal logging dan perladangan berpindah, perlindungan flora 
dan fauna, penanganan konflik sosial dan Program CSR CD (daftar hadir 14 
orang dan tersedia foto kegiatan). 

3. Berita Acara Sosialisasi RKT 2025 PT Panambangan di Desa Tepian Langsat 
tanggal 22 April 2025.  Materi sosialisasi tentang rencana RKTPH Tahun 2025, 
visi misi, tata batas terluar dan batas partisipatif, kawasan hutan lindung, 
karhutla, illegal logging dan perladangan berpindah, perlindungan flora dan 
fauna, penanganan konflik sosial dan Program CSR CD (daftar hadir 16 orang 
dan tersedia foto kegiatan). 

Tahun 2026 : 
1) Berita Acara Sosialisasi RKT 2026 PT Panambangan di Desa Tepian Langsat 

tanggal 16 Maret 2026.  Materi sosialisasi tentang rencana RKTPH Tahun 2026, 
visi misi, tata batas terluar dan batas partisipatif, kawasan hutan lindung, 
karhutla, illegal logging dan perladangan berpindah, perlindungan flora dan 
fauna, penanganan konflik sosial dan Program CSR CD (daftar hadir 9 orang 
dan tersedia foto kegiatan). 

2) Berita Acara Sosialisasi RKT 2026 PT Panambangan di Desa Baay tanggal 24 
Juli 2026.  Materi sosialisasi tentang rencana RKTPH Tahun 2026, visi misi, tata 
batas terluar dan batas partisipatif, kawasan hutan lindung, karhutla, illegal 
logging dan perladangan berpindah, perlindungan flora dan fauna, penanganan 
konflik sosial dan Program CSR CD (daftar hadir 9 orang dan tersedia foto 
kegiatan). 

Berdasarkan data diatas kegiatan sosialisasi tahun 2025 - 2026 telah dilaksanakan 
pada sebagian desa yang terdampak (2 desa dari 5 desa binaan).  
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa 
kegiatan sosialisasi telah dilakukan di Desa Baay.  Konfirmasi dengan Auditee 
menyatakan bahwa hubungan dengan Desa Baay telah intens dan kondusif, 
namun dengan desa-desa lainnya masih dalam proses pendekatan sehingga 
penentuan program kelola sosial dan sosialisasinya juga belum optimal. 
PBPH PT Panambangan telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada sebagian 
masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan, 
tersedia sebagian bukti proses sosialisasi yang terdokumentasi. 

e. Verifier 
4.4.5 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 2 
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NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Panambangan memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial 
Tahun 2025  dan 2026 sebagai berikut : 
a. Realisasi Kelola Sosial PT Panambangan Tahun 2025, 10 kali dari rencana 19 

kali kegiatan (atau sebesar 52,63 %) 
b. Realisasi Kelola Sosial PT Panambangan Tahun 2026, realisasi sd. Juli 2026 

baru sebagian kecil (atau sebesar 10,53 %) 
c. Pembayaran Fee Kompensasi tahun 2026 sebesar Rp. 43.803.500,- 

(penerima Desa Baay dan Desa Pengadan) 
Realisasi kegiatan kelola sosial PT Panambangan tahun 2025  dan 2026 meliputi :  
1. Bantuan social budaya (bantuan material untuk sarana umum desa) 
2. Bantuan acara adat/hari besar agama 
3. Bantuan pendidikan (bantuan transport) 
4. Pembayaran Dana Kompensasi sesuai kesepakatan 
5. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal tahun 2026 rata-rata sebesar 23,64 %  
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Panambangan tahun 2025 sebesar 
52,63 % dari rencana, masih belum maksimal dan belum ada realisasi 
kegiatan peningkatan ekonomi produktif yang berkelanjutan seperti kerjasama 
kemitraan dan kerjasama dengan koperasi desa. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.4 

 (16/24) x100% = 66,67% (SEDANG) 

5. Indikator 
4.5 

: Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

a. Verifier 
4.5.1 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan memiliki dokumen sarana hubungan industrial terhadap 
karyawannya dan implementasinya tertuang dalam :  
1) PBPH PT Panambangan telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah 

disahkan sesuai dengan SK dari  Kepala  Dinas Tenaga   Kerja   dan   
Transmigrasi   Provinsi   Kalimantan   Timur   Nomor 500.15.12.1/3365/DTKT-
IV/2026 tentang Pengesahan Peraturan (PP) PT Panambangan Tahun 2026 - 
2028 tanggal  23 April 2026  dan  masa berlaku sampai 21 April 2028. 

2) PBPH PT Panambangan belum terdapat organisasi Serikat Pekerja, akan 
tetapi telah tersedia Surat Keputusan Direktur Utama dengan 
No.12/V/Adm/12C/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pembentukan Serikat 
Pekerja PT Panambangan. Dokumen ini menjelaskan bahwa setiap karyawan 
PT Panambangan berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. 
Namun hingga audit berlangsung belum ada pembentukan Serikat Pekerja. 

3) PBPH PT Panambangan telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang 
dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit 
pada tanggal 12 Maret 2025.  Dimana Ketua Umum nya yaitu Jebby F. Etheim;  
Ketua Harian : M. Aini Effendi dan M. Iskandaryah; Sekretaris : Yohanes Ngiso 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 46 dari 66 
 

Logha dan Joko Wiyono dan 5 orang anggota.  LKS Bipartit saat ini sedang 
dalam proses pelaporan ke dinas terkait dengan bukti Surat No. 
007/PNB/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 ditujukan kepada Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur perihal 
Permohonan Pengajuan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT 
Panambangan 

4) PBPH PT Panambangan telah menjadi anggota organisasi pengusaha (APHI) 
sesuai dengan Nomor Keanggotaan : 240 sebagai anggota biasa 

5) PBPH PT Panambangan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 9 
tentang keluhan dan pengaduan.  Selain itu mekanisme penyelesaian 
perselisihan juga diatur di surat perjanjian kerja antara PT Panambangan /Mitra 
Kerjanya dengan karyawan 

6) PBPH PT Panambangan memiliki Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
kepada instansi terkait yang terakhir bulan Juni 2026 

7) Terdapat contoh SPK an. Ambar Amborowati, telah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

8) PBPH PT Panambangan memiliki Peraturan perundang- undangan 
ketenagakerjaan yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Panambangan (an.JW dan IS ), 
diperoleh informasi bahwa PT Panambangan memiliki dokumen sarana hubungan 
industrial, serta telah diimplementasikan seluruhnya. 
PBPH PT Panambangan memiliki dokumen sarana hubungan industrial, serta 
memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
disepakati dan telah diimplementasikan seluruhnya. 

b. Verifier 
4.5.2 

: Implementasi kebijakan standar jenjang karier 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan telah mengatur standar jenjang karir bagi karyawan dalam 
dokumen:  
1. Perjanjian Kerja  Bersama  Periode  Tahun  2026-2028  pada  Bab  II  Pasal 5 

tentang Mutasi, Promosi dan Demosi dijelaskan mengenai mutasi, promosi 
(kriteria yang dipakai dalam mempertimbangkan kenaikan 
golongan/kepangkatan) meliputi faktor kepribadian, prestasi kerja, disiplin dan 
kepemimpinan, dan menjelaskan tentang demosi. 

2. Prosedur Jabatan dan Jenjang karir (No. Dokumen : PMDH-09/PNB/20 Rev.1) 
tanggal 10 Maret 2020, dibuat oleh Kabid PHPL, diperiksa oleh Manager Camp 
dan disetujui oleh Direktur 

Implementasi dari mekanisme terkait standar jenjang karir : 
- Tahun 2025 : terdapat promosi perubahan status untuk 2 (dua) orang menjadi 

karyawan tetap.  
- Tahun 2026 : terdapat promosi an. AA menjadi Ganis Canhut                   
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Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD, menyatakan bahwa realisasi promosi 
sesuai dengan yang diusulkan oleh masing-masing departemen dan jabatan yang 
ada telah terisi semua. 
Implementasi terkait jenjang karir meliputi :  
 Dokumen Acuan Standar Jenjang Karir (100%)  
 Penilaian Kinerja Karyawan (50 %)  
 SK Promosi Karyawan (50%)  
 Kebutuhan dan Kepentingan Operasioanal  ( 50 %)  

Rata-rata prosentase pencapaian sebesar :  
(100+ 50 + 50+ 50) % : 4 = 62,50 % 

PBPH PT Panambangan telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang 
berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan pada periode 
tahun 2025-2026 telah diterapkan sekitar 62,50 %. 

c. Verifier 
4.5.3 

: Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Panambangan memiliki mekanisme pengembangan SDM tertuang 
dalam dokumen PP periode 2026 - 2028 Bab V Pasal 29 tentang Pendidikan dan 
Latihan  
Implementasi pengembangan SDM PT Panambangan sebagai berikut : 
1) Realisasi peningkatan SDM melalui pelatihan tahun 2025 sebesar 50 % (1 dari 

rencana 2 peserta), untuk bidang lainnya tidak direncanakan 
2) Realisasi peningkatan SDM melalui pelatihan tahun 2026 sebesar 100 % ( 3 

dari rencana 3 peserta), untuk bidang lainnya tidak direncanakan. 
Rata-rata peningkatan SDM sebesar 75 % 

Hasil wawancara dengan bagian HRD, diperoleh informasi bahwa pengembangan 
kompetensi karyawan telah berlangsung, belum berdasarkan kebutuhan 
perusahaan. 
PBPH PT Panambangan telah melakukan pengembangan kompetensi karyawan 
dimana pada periode tahun 2025-2026 rata-rata mencapai 75 %, akan tetapi 
pengembangan kompetensi karyawan belum sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 

d. Verifier 
4.5.4 

: Pemenuhan hak – hak kesejahteraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Kebijakan PT Panambangan terhadap hak-hak kesejahteraan karyawan dan 
implementasinya  meliputi : 
a) Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2025 – 2026 yang mengatur Bab 

V Pasal 25 – 28 tentang Kesejahteraan Sosial Karyawan. 
b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.558/2024 tanggal 18 

Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutim Tahun 2025, 
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sebesar Rp 3.743.820,- dan SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 
100.3.3.1/K.494/2025 tanggal .... Desember 2025 tentang Upah Minimum 
Kabupaten Kutim Tahun 2026, sebesar Rp 4.067.436,- 

c) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. XX, upah yang diterima diatas  UMK 
yang berlaku di Kab. Kutim dan ditambah tunjangan lainnya. 

d) Gaji karyawan dibayarkan setiap tanggal 30, selama ini pembayaran lancar dan 
tidak pernah terlambat 

e) PBPH PT Panambangan memiliki bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjan 
bulan Juli 2026 sebesar Rp. 1.653.599,- serta contoh kartu peserta BPJS 
Ketenagakerjaan an. Iskandarsyah dan Joko Wiyono 

f) Karyawan PT Panambangan tidak diikutsertakan program BPJS Kesehatan, 
akan tetapi apabila karyawan berobat kuitansi berobat diganti Perusahaan 
sesuai plafon. 

g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan di Camp PT Panambangan KM 
72 yang ada saat ini seperti : Kantor, Mess Karyawan, Kantin, dan sarana 
lainnya cukup layak 

h) Di Camp PT Panambangan tidak dilengkapi dengan Klinik perusahaan, namun 
apabila ada kayawan yang sakit dirujuk ke Puskesmas terdekat (Karangan atau 
Kaubun). 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. JW dan IS) dan telaah terhadap 
dokumen terkait kesejahteraan karyawan diperoleh informasi bahwa PT 
Panambangan telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan kepada 
karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. 
PBPH PT Panambangan memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan 
jaminan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan lainnya, telah diterapkan 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.5 

 
(15/18) x100 % = 83,33% (BAIK) 
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 40 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 63,49% dengan perhitungan sebagai berikut : 
 

No. ASPEK Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 
Nilai Kematangan 

Indikator 
Nilai Kinerja Indikator 

Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Baik 3 3 

1.2 Buruk 1 3 

1.3 Sedang 2 3 

1.4 Sedang 2 3 

1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Baik 3 3 

2.2 Sedang  2 3 

2.3 Buruk 1 3 

2.4 Buruk 1 3 

2.5 Buruk 1 3 

2.6 Buruk 1 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Sedang 2 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Baik 3 3 

4.2 Buruk 1 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 40 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL 
(40/63) x100% = 63,49% 

SEDANG 
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4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 
 

1. PRINSIP 
1 

: Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak 
Pengelolaan 

a. Verifier 
1.1.1.a 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT Panambangan memiliki dokumen legal terkait Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan (PBPH) sebagai berikut : 
a) SK Menteri Kehutanan No. SK.411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 

tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 
Alam Kepada PT Panambangan atas areal Hutan Produksi Seluas ± 43.240 
Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.  
Terdapat Peta Lampiran Skala 1:100.000 ditandatangani tanggal 18 Oktober 
2004 oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia; Muhammad Prakosa.  Salinan 
sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi; 
Suyono NIP. 080 035 380, legal dan absah 

b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.849/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.411/Menhut-II/2004 
tanggal 18 Oktober 2004 yang mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur 
menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hutan Alam. 

Lokasi areal PBPH PT Panambangan berdasarkan dokumen RKUPH Periode 2023-
2032 yang telah disahkan sesuai keputusan No. SK.4872/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 dan berdasarkan penafsiran citra 
satelit sesuai dengan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya 
Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.405/IPSDH/PSDH/PLA.1/4/2023 tanggal 12 
April 2023 berada pada kawasan Hutan Lindung seluas 507 Ha, HPT seluas 13.690 
Ha dan HP seluas 29.043 Ha.   

b. Verifier 
1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A 
jika tidak ada) 

Nilai : Not Applicable  

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan PIC VLHH dan MR PBPH 
PT Panambangan dan pengamatan lapangan diketahui bahwa tidak terdapat ijin lain 
yang sah kegiatan kehutanan lainnya. 
Sehingga dengan demikian maka untuk verifier 1.1.1.b. Penggunaan kawasan yang 
sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada) tidak dapat 
diverifikasi atau Not Applicable (N/A). 

2. PRINSIP 
2 

: Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

a. Verifier 
2.1.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 
lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi 
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Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT Panambangan memiliki dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2023 – 
2032 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 tentang 
Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 - 2032 Atas Nama PT Panambangan 
Provinsi Kalimantan Timur.  Sesuai SK luas areal kerja PBPH PT Panambangan 
seluas ± 43.240 ha yang terdiri atas Kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-
satwa liar seluas ± 4.997 Ha dan areal budidaya/produksi seluas ± 38.243 Ha. 
Terdapat dokumen Peta lampiran RKUPH Berbasis IHMB periode 2023 - 2032 skala 
1:50.000 untuk areal ± 43.240 Ha yang dibuat oleh GanisPH Canhut; Firmansyah 
dengan No.Register: 01200002642, diketahui oleh Direktur PBPH PT Panambangan; 
Krisnawati Purwaningrum dan disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. 
NIP. 19630807 198803 1 001. 
Dalam dokumen SK Persetujuan RKUPH PT Panambangan periode 2023 - 2032 
disebutkan beberapa hal penting antara lain : 
1) Sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), meliputi : 

a. Etat Luas maksimum ± 6.104 Ha/10 Tahun; 
b. Etat Volume Maksimum ± 130.492,32 m3/10 Tahun; 
c. Target volume tebangan pada RKTPH agar mengacu pada hasil ITSP 

dengan intensittas 100%. 
d. Jatah tebangan produksi tahunan telah diatur dalam dokumen RKUPH 

periode 2023-2032.   
2) Sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan 

(THPB) sebagai berikut : 
a. Penyiapan lahan dan penanaman pada system silvikultur THPB jenis Acacia 

crassicarpa dan Eucalyptus pelita daur 5 (lima) tahun seluas ± 19,501 Ha/5 
Tahun. 

b. Penanaman Eucalyotus spp. Sebagai green belt (jalur Hijau) pada areal Blok 
THPB yang berbatasan dengan blok TPTI selebar minimal 500 meter. 

c. Pemanenan kayu hasil tanaman jenis Acacia crassicarpa dan Eucalyptus 
pelita seluas ± 10.501 Ha/5 tahun terdiri : 
- Daur I (Tahun 2023-2027) seluas ± 19.501 Ha dengan volume 24.257 

m3 (target volume pada kegiatan penyiapan lahan (land clearing)) 
- Daur II (Tahun 2028-2032) seluas 19.501 Ha dengan volume 1.950.100 

ton (volume pada kegiatan pemanenan hasil tanaman (replanting)) 
3) Selanjutnya Penataan Areal Kerja dalam dokumen RKUPH-PBPH telah 

direncanakan.  
4) Terdapat dokumen Quick IHMB Tahun 2022.  Dokumen disusun dalam rangka 

penyusunan Dokumen RKUPH PBPH PT Panambangan periode 2023-2032. 
Terdapat Beberapa Peta Lampiran hasil Quick IHMB pada PBPH PT 
Panambangan yang dibuat dengan Skala 1: 100.000.  peta di tanda tangani oleh 
Direktur PT Panambangan; TJAHYA MARGANA dan dibubuhi cap stempel basah 
Direksi PT Panambangan. Terdapat dokumen Pakta Integritas IHMB PBPH PT 
Panambangan yang dibuat oleh Pelaksana kegitan IHMB Firmansyah Ganis PH 
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Canhut dengan Nomor Register 01200002642.  Pakta Integritas dibuat di Jakarta 
pada tanggal 28 Oktober 2022. 

b. Verifier 
2.1.2.a 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan 
oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 
IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang 
kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan 
oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Dokumen RKUPH 
Terdapat dokumen RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2023 – 2032 PBPH 
PT Panambangan yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 - 2032 Atas Nama PT Panambangan 
Provinsi Kalimantan Timur.  Sesuai SK luas areal kerja PBPH PT Panambangan 
seluas ± 43.240 ha yang terdiri atas Kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-
satwa liar seluas ± 4.997 Ha dan areal budidaya/produksi seluas ± 38.243 Ha. 
Terdapat dokumen Peta lampiran RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode 2023 - 2032 
skala 1:50.000 untuk areal ± 43.240 Ha yang dibuat oleh GanisPH Canhut; 
FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642, diketahui oleh Direktur PBPH PT 
Panambangan; KRISNAWATI PURWANINGRUM dan disahkan oleh a.n. Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Dr. 
Ir. Agus Justianto, M.Sc. NIP. 19630807 198803 1 001 
Dokumen RKTPH  
RKTPH Tahun 2025. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) PT 
Panambangan Tahun 2025, yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur 
PT Panambangan berdasarkan SK Direktur PT PNB No. 01/01/RKT/KPTS-DIR/I/2025 
tanggal 31 Desember 2024. SK RKTPH Tahun 2025 dilengkapi dengan Peta 
Lampiran Skala 1:50.000 ditandatangani oleh Direktur PT PNB dan masa berlaku 1 
Januari 2025 s.d 31 Desember 2025. Pada RKT 2025 direncanakan kegiatan  sebagai 
berikut : 
1. Target pada areal THPB Tahun 2025 Murni; Tebangan pada semak belukar 

seluas 3.408,67 Ha Volume 7.949,85 m3;  LOA seluas NIHIL.  
2. Target pada areal TPTI Tahun 2025 seluas 607,53 Ha pada 7 Petak Kerja 

sebanyak 3.279 Pohon Volume 7.714,78 m3 terdiri dari target pada petak 
tebangan sebanyak 2.606 Pohon Volume 7.364,06 m3 dan Target areal PWH 
673 Pohon Volume 350,72 m3 

RKTPH Tahun 2026. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) PT 
Panambangan Tahun 2026, yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur 
PT Panambangan berdasarkan SK Direktur PT PNB No. 05/02/RKT/KPTS-
DIR/II/2026 tanggal 5 Februari 2026. SK RKTPH Tahun 2026 dilengkapi dengan Peta 
Lampiran Skala 1:50.000 ditandatangani oleh Direktur PT PNB dan masa berlaku 5 
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Februari 2026 s.d 31 Desember 2026. Pada RKT 2026 direncanakan kegiatan  
sebagai berikut : 
1. Target pada areal THPB Tahun 2026 NIHIL.  
2. Target pada areal TPTI Tahun 2026 seluas 610,00 Ha pada 12 Petak Kerja 

sebanyak 4.939 Pohon Volume 12.182,37 m3 terdiri dari target pada petak 
tebangan sebanyak 4.321 Pohon Volume 11.840,55 m3 dan Target areal PWH 
618 Pohon Volume 341,82 m3 

PT Panambangan memiliki GANISPH Canhut yang membuat Peta Lampiran RKT 
dengan penugasan dan penempatan sebagai berikut : 
1. Pada penerbitan RKTPH tahun 2025, peta lampiran RKT dibuat oleh GANISPH 

Canhut atas nama Galang Mukti Ardiyanto, dengan Register 01230003680 
Persetujuan Penugasan No. 111124047 dan Penempatan No. 119758354836 
berlaku s.d tanggal 31 Desember 2025. 

2. Pada penerbitan RKTPH tahun 2026, peta lampiran RKT dibuat oleh Tenaga 
Profesional Bidang Kehutanan/Ganis PH Yehzkei No. Reg. 01220006342 

c. Verifier 
2.2.1.a 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Dalam rangka mengetahui potensi tegakan PT Panambangan memiliki SOP Timber 
Cruising dan SOP Inventarisasi Hutan Tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan 
lapangan diketahui bahwa di lapangan dijumpai pohon ITSP yang telah diberi label. 
Terdapat 2 label pada pohon yaitu label Barcode berwarna kuning dan Label warna 
merah berisi identitas mengenai Nama Perusahaan, Tahun RKT, Nomor Petak, 
Nomor Pohon, Jenis dan Diameter.  
PT Panambangan memiliki Peta Sebaran Pohon skala 1 : 3.290 hasil kegiatan ITSP 
untuk Petak Tebang yang masuk dalam blok RKTPH. 
Laporan Hasil Cruising (LHC) pada PBPH-HA PT Panambangan dimulai dari hasil 
pengolahan data pohon dari kegiatan ITSP pada areal yang akan dilakukan 
penebangan baik pada areal TPTI maupun pada areal LOA dan semak belukar di 
areal THPB.  
Adapun kelengkapan Laporan Hasil Cruising (LHC) pada rentang waktu audit yaitu : 
a. Laporan ITSP Tahun 2025 

1. Kegiatan ITSP dilakukan oleh Ganis PH Canhut atas nama Galang Mukti 
Ardiyanto, dengan Register 01230003680 Persetujuan Penugasan No. 
111124047 dan Penempatan No. 119758354836 berlaku s.d tanggal 31 
Desember 2025. 

2. Terdapat laporan hasil cruising pada areal RKT 2025 dan Rekapitulasinya 
yang telah dilakukan dengan intensitas cruising 100% kegiatan inventarisasi 
tegakan sebelum penebangan di areal THPB pada areal semak belukar 
seluas 3.401 Ha dengan Volume 7,949,85 m3, serta kegiatan ITSP pada 
areal TPTI seluas 608 Ha dengan volume 15.280,42 m3 dan seluas 20 Ha 
dengan volume 350,72 m3.   

3. Terdapat peta pohon skala 1 : 1.000 m3 setiap petak yang dilakukan ITSP 
4. Hasil ITSP telah dijadikan dasar untuk penyusunan RKTPH Tahun 2024 dan 

telah diunggah pada SIPUHH Online. 
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b. Laporan ITSP Tahun 2026 
1. Kegiatan ITSP dilakukan oleh Ganis PH Canhut atas nama Firmansyah, 

dengan Register 01240002642 Persetujuan Penugasan No. 110224030 dan 
Penempatan No. 114955847900 berlaku s.d tanggal 18 Desember 2028. 

2. Terdapat laporan hasil cruising pada areal RKT 2026 dan Rekapitulasinya 
yang telah dilakukan dengan intensitas cruising 100% kegiatan inventarisasi 
tegakan sebelum penebangan pada areal TPTI seluas 609,2 Ha dengan 
volume 22.030,84 m3 

3. Terdapat peta pohon skala 1 : 1.000 m3 setiap petak yang dilakukan ITSP 
4. Hasil ITSP telah dijadikan dasar untuk penyusunan RKTPH Tahun 2026 dan 

telah diunggah pada SIPUHH Online. 
Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada lokasi Petak TPTI Petak F-
27 RKT 2026 ditemukan penandaan ITSP di lapangan. 

d. Verifier 
2.2.1.b 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal 
yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di 
lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 skala 1:50.000 
yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa areal 
kawasan lindung.  
PT Panambangan telah menetapkan kawasan yang tidak boleh ditebang di dalam 
areal RKT 2025 dan 2026 yang digambarkan dengan arsiran warna merah pada Peta 
Lampiran RKTPH berupa : 
1. Sempadan Sungai   
2. Areal KPPN  
Uji petik pengamatan penandaan areal yang tidak ditebang pada RKT 2025 dan RKT 
2026 diketahui terdapat kesesuaian letak dan lokasi kawasan dilindungi dan terdapat 
penandaan di peta dan di lapangan berupa plang kawasan lindung, patok batas dan 
penandaan jalur batas dengan jenis dan lokasi koordinat sebagai berikut : 

- Lokasi Sempadan Sungai Ambula Bung pada Blok RKT 2025 areal TPTI dengan 
penandaa berupa plang/ sign board dan patok terbuat dari kayu dicat merah 
bertuliskan SS pada koordinat 01°00’ 38,9”LU dan 117°26’40,8”BT; 

- Lokasi Sempadan Anak Sungai tanpa nama dengan penandaan berupa patok 
terbuat dari paralon terdapat kesesuaian lokasi di peta dan di lapangan pada 
koordinat 0°3’17,232”LU dan 117°24’11,3”BT; 

- Lokasi Sempadan Sungai tanpa nama dengan penandaan berupa patok terbuat 
balok kayu dicat kuning pada koordinat 0°54’28,7”LU dan 117°27’39,216”BT; 

e. Verifier 
2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT Panambangan memiliki lampiran peta penanaman dan pemanenan RKTPH Tahun 
2025 dan Perubahannya serta RKTPH Tahun 2026 dengan skala 1 : 50.000 yang 
telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok dan petak/ kompartemen. Blok dan Petak/ 
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Kompartemen RKTPH 2025 dan RKT 2026 pada Blok Penanaman dan Pemanenan 
digambarkan dengan warna kuning. 
Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps terkait 
penandaan batas Blok dan petak/ kompartemen dijumpai adanya penandaan, 
diantaranya: 
1. Plang Batas Blok TPTI RKT 2026 pada koordinat 1°3’25,284’’LU dan 117°26’34,284’’BT. 

Ukuran Plang 1 x 1,5 m terdapat tulisan Blok RKT 2026. 
2. Patok Batas Petak F.27 dengan G.27 pada koordinat 1°3’22,158’’LU dan 

117°26’41,778’’BT patok bercat merah 

3. Batas Petak K-24 areal TPTI RKT 2025 ditandai dengan patok batas pada dengan 
informasi Nomor Petak pada koordinat 01000’33,1”LU dan 117024’33,8”BT  terdapat 
kesesuaian antara peta dan penandaan lokasi di lapangan; 

4. Batas Petak L-24 areal TPTI RKT 2025 ditandai dengan patok batas pada dengan 
informasi Nomor Petak pada koordinat 01000’13,4”LU dan 117024’34,0”BT  terdapat 
kesesuaian antara peta dan penandaan lokasi di lapangan; 

5. Batas Petak K-27 areal TPTI RKT 2025 ditandai dengan patok batas pada dengan 
informasi Nomor Petak pada koordinat 01000’36,4”LU dan 117026’41,6”BTG  terdapat 
kesesuaian antara peta dan penandaan lokasi di lapangan; 

6. Batas Petak L-27 areal TPTI RKT 2025 ditandai dengan patok batas pada dengan 
informasi Nomor Petak pada koordinat 00059’59,4”LU dan 117026’38,0”BT  terdapat 
kesesuaian antara peta dan penandaan lokasi di lapangan; 

7. Batas Petak J-27 areal TPTI RKT 2025 ditandai dengan patok batas pada dengan 
informasi Nomor Petak pada koordinat 01000’56,9”LU dan 117026’41,2”BT  terdapat 
kesesuaian antara peta dan penandaan lokasi di lapangan; 

8. Batas Kompartemen E-135 RKT 2025 areal THPB ditandai dengan pipa paralon dan 
informasi nama petak, luas, jenis dan bulan tanam pada koordinat 00056’40,1”LU dan 
1170 22’17,1”BT  terdapat kesesuaian antara peta dan penandaan lokasi di lapangan; 

9. Batas blok RKT 2025 areal THPB diverifikasi terdapat penandaan plang Blok RKT/ sign 
board berada pada koordinat 00055’21,9”LU dan 117023’25,2”BT dan terdapat 
kesesuaian letak dan lokasi penandaan dengan peta RKT; 

10. Batas blok RKT 2025 areal TPTI diverifikasi terdapat penandaan plang Blok RKT/ 
sign board berada pada koordinat 01000’49,4”Lu dan 117026’39,7”BT dan 
terdapat kesesuaian letak dan lokasi penandaan dengan peta RKT. 

f. Verifier 
2.2.1.d 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT Panambangan diverifikasi melakukan pemanfaatan kayu hutan alam dalam 
rangka penyiapan lahan untuk pembangunan HTI. Kegiatan pemanfaatan kayu pada 
areal THPB untuk persiapan lahan penanaman HTI dilakukan pada RKT 2025 dengan 
rencana dan realisasi sebagai berikut : 
Rencana dan realisasi pemanfaatan kayu untuk kegiatan persiapan lahan budidaya 
tanaman  

RKT Uraian Satuan Rencana Realisasi % Keterangan 

2025 Semak       

Luas Ha 3.408,67 1.328,79 38,98  

Volume M3 7.949,85 3.099,06, 38,98  
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2026 Tidak merencanakan pemanfaatan kayu di areal THPB (NIHIL) 

Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi yang dijadikan areal 
pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal THPB untuk kegiatan persiapan lahan 
penanaman HTI pada RKT 2025 yang sedang berjalan. Di lapangan areal tersebut 
sudah ditanami kayu HTI jenis Eucaliptus. 

3. PRINSIP 
3 

: Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

a. Verifier 
3.1.1.a 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: SIPUHH Online 
PBPH PT Panambangan telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan 
menggunakan SIPUHH Online.  
- PBPH PT Panambangan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) 

SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online 
melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP maupun menerbitkan 
dokumen SKSHHK. 

- PBPH PT Panambangan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) 
SI-PNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH maupun proses 
pembayarannya. 

- Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online pada 
PBPH PT Panambangan No. 01/KPTS/PNB-SMD/V/2024, tanggal 01 Mei 2024 
atas nama M. Aini Efendi. 

- PT Panambangan telah melakukan penatausahaan kayu secara online 
menggunakan SIPUHH Online.  Di Basecamp PT Panambangan, dan Logpond 
terdapat jaringan internet dengan memasang tower jaringan (tahun 2026 
digunakan Starlink) dan dapat digunakan untuk operasional SIPUHH Online serta 
penatausahaan hasil hutan lainnya. 

- Telah dilakukan Demo Operasional penggunaan SIPUHH secara langsung oleh 
Operator SIPUHH Online atas nama M. Aini Efendi  

Pada saat kegiatan Penilikan ke-2 Ganis PH PKB sebagai Pejabat Pembuat LHP yaitu 
Joko Wiyono No. Register 23230007131, Persetujuan Penugasan 130226012 dan 
Penempatan 117493670612 berlaku 09/04/26 – 31/12/26 sebagai Pejabat Pembuat 
LHP di TPK Hutan. Dalam aplikasi SIPUHH Online PT Panamnagan keberadaan 
Ganis PH tersebut telah diupload sebagaimana terekam dalam tampilam layar 
SIPUHH. 
BUKU UKUR 
Pada periode audit (April 2025 s.d Agustus 2026 dan saat audit), PT Panambangan 
telah membuat/ menerbitkan buku ukur dan telah terupload di SIPUHH mencakup 
Buku Ukur panen kayu areal THPB untuk persiapan lahan penanaman budidaya 
tanaman pada RKTPH Tahun 2025 dan RKT 2026, sedangkan RKT 2026 pada areal 
TPTI  masih dalam proses penebangan. Total jumlah batang dan volume buku ukur 
sebanyak 3.125 Btg Volume 6.493,08 m3 sebagai berikut : 
1. Tahun 2025 periode Bulan April – Desember 2025 sebanyak 8 Set Buku Ukur 

sejumlah 2.016 Btg volume 4.609,71 m3; 
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2. Tahun 2026 periode Bulan Januari – Juli 2026 sebanyak 5 Set Buku Ukur 
sejumlah 1.109 Btg volume 1.883,37 m3; 

Dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) 
Selanjutnya atas buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar penerbitan 
LHP hasil produksi kayu Hutan Tanaman. Pada periode audit (April 2025 s.d Agustus 
2026 dan saat audit), PT Panambangan telah menerbitkan LHP dan telah terupload 
di SIPUHH sebanyak 13 Set LHP sebanyak untuk kayu sebanyak 3.125 Btg Volume 
6.493,08 m3 mencakup : 
1. Tahun 2025 periode Bulan April – Desember 2025 sebanyak 8 Set Buku Ukur 

sejumlah 2.016 Btg volume 4.609,71 m3; 
2. Tahun 2026 periode Bulan Januari – Juli 2026 sebanyak 5 Set Buku Ukur 

sejumlah 1.109 Btg volume 1.883,37 m3; 
Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada PBPH PT Panambangan 
selama periode audit Penilikan ke-2 PHL (periode April 2025 s/d Agustus 2026), posisi 
mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut: 
a. Stok Awal pada April 2025 sebanyak 8.435 batang dan volume 12.196,14 m3. 
b. Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 3.125 batang dan volume 6.493,08 

m3. 
c. Pengurangan terdiri Penjualan sebanyak 5.063 batang dan volume 9.610,87 m3. 
d. DKDS NIHIL 
e. Stock akhir per Juli 2026 sebanyak 6.135 batang dan volume 8.987,74 m3 terdiri 

dari :  

- TPK Hutan sebanyak 4.604 btg atau 6.636,57 m3 dan  
- TPK Antara/Logpond sebanyak 1.531 btg atau 2.351,17 m3. 

Hasil uji petik kesesuaian kayu dan dokumen di TPn Petak F.27 dari 28 batang kayu 
bulat menunjukan adanya kesesuaian jenis sedangkan pada volume terdapat 
perbedaan sebesar 0,01%. 
Hasil uji petik kesesuaian kayu dan dokumen di TPK Antara Logpond Pengadaan Km 
0 dari 160 batang kayu bulat menunjukan adanya kesesuaian jenis sedangkan pada 
volume terdapat perbedaan sebesar 1,41%. 
Tumpukan kayu yang telah di LHP kan terpisah atau tidak tercampur dengan kayu 
yang belum di LHP kan. 

b. Verifier 
3.1.2.a 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 
angkutan yang sah 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi arsip Dokumen SKSHHK-KB pada PBPH PT 
Panambangan selama periode audit Penilikan Ke-2 (Kedua) S-PHL, PT 
Panambangan telah menerbitkan Dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk 
menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan/pengangkutan kayu log dari kawasan 
hutan industri kayu di luar areal.  Dokumen SKSHHK-KB telah diterbitkan untuk 
pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju 
industri kayu. 
PBPH PT Panambangan telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan 
menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan 
password) SIPUHH serta terdapat sarana prasarana, jaringan internet dan SDM 
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Operator yang mampu untuk menjalankan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai 
ketentuan. 
Alur pengangkutan kayu bulat di PT Panambangan dilakukan dari TPn/ TPK Hutan 
kayu diangkut menggunakan truk langsung menuju industri atau dikirimkan melalui 
TPK Antara. 
PT Panambangan telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu yaitu lokasi 
TPK Hutan dan TPK Antara serta telah memiliki GANISPH PKB Penerbit SKSHHK-
KB dan P3KB di TPK Antara sebagaimana diuraikan pada verifier 3.1.1. di atas  
Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK pada PBPH PT Panambangan 
selama periode audit Penilikan Ke-2 (Kedua) bulan April 2025 s.d Agustus 2026, telah 
menerbitkan dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan 
legalitas pemindahan/pengangkutan kayu log dari kawasan hutan ke luar areal 
menuju industri kayu sebagai berikut : 
1. Dari TPK Hutan menuju TPK Industri total sebanyak 143 set SKSHHK-KB untuk 

kayu bulat sebanyak 2.678 batang dengan volume 6.204,13 m3 terdiri dari tahun 
2025 sebanyak 45 Set SKSHHK-KB sebanyak 534 Btg dengan volume 922,48 m3; 
Tahun 2026 sebanyak 98 Set SKSHHK-KB sebanyak 784 Btg dengan volume 
1.009,32 m3; 

2. Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Pengadaan sebanyak 511 set 
SKSHHK-KB untuk kayu bulat sebanyak 2.914 batang dengan volume 5.382,45 
m3 terdiri dari tahun 2025 sebanyak 119 Set SKSHHK-KB sebanyak 616 Btg 
dengan volume 1.850,74 m3 dan tahun 2026 sebanyak 392 Set SKSHHK-KB 
sebanyak 2.298 Btg dengan volume 3.531,71 m3; 

3. Dari TPK Antara Pengadan menuju Industri sebanyak 80 set SKSHHK-KB 
sebanyak 1.601 batang volume 3.406,74 m3 terdiri dari tahun 2025 sebanyak 1 
Set SKSHHK-KB sebanyak 901 Btg dengan volume 2.380,44 m3 dan tahun 2026 
sebanyak 79 Set SKSHHK-KB sebanyak 700 Btg dengan volume 1.026,30 m3; 

Hasil Uji Silang dokumen Invoice No. 012/PNB-INV/X/2025 tanggal 2 Oktober 2026 
menunjukan adanya kesesuaian dengan dokumen SKSHHK No. KB.C.6103389 
tanggal 1 Oktober 2025 yaitu kayu bulat yang ditagihkan dalam Invoice sebanyak 901 
batang dengan volume 2.380,44 m3 sebagaimana tertera dalam dokumen SKSHHK.. 

c. Verifier 
3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2024 tentang jenis dan 
tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada KLHK, pada 
SIPUHH untuk sortimen pada pembuatan LHP untuk Hutan Tanaman tidak lagi 
menggunakan 1 hitungan, sehingga perlu ditambahkan sortimen sesuai dengan SNI, 
sehingga untuk pembuatan Buku Ukur dan LHP mengacu pengaturan pengukuran 
yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk pengukuran diameter dibawah 20 cm, bisa menggunakan stapel meter. 
2. Untuk pengukuran diameter 20 cm atau lebih dilakukan batang perbatang. 
Tanda PUHH di lapangan pada periode Penilikan ke-2 tidak dijumpai karena tidak 
tersedia tumpukan stavel meter namun hal tersebut telah diverifikasi pada kegiatan 
Penilikan ke-1 yaitu bahwa identitas kayu dibuat pada tumpukan yang tertera pada 
label barcode warna kuning dan menempel pada bontos kayu yang diukur di TPn 
dengan informasi No. Produksi dan Barcode. Penandaan label barcode pada tunggul 
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di lokasi THPB tidak ada karena sistem tebang habis. Pada areal THPB diketahui 
bahwa petak telah ditanami dengan Ekaliptus. Pada areal TPTI ditemukan penandaan 
barcode pada tunggul yang dapat dilacak balak berdasarkan dokumen LHP dan 
SKSHHK dalam SIPUHH.  
Uji Petik terhadap ketertelusuran dilakukan terhadap tunggul di Petak F.27 RKT 
Tahun 2026 yaitu : 
- Tunggul dengan Barcode .. 217533 pada koordinat 1°2’59,576’’LU dan 

117°26’28,4’’BT 
- Tunggul dengan Barcode .. 216922 pada koordinat 1°2’59,406’’LU dan 

117°26’28,077’’BT 

- Tunggul dengan Barcode .. 221503 pada koordinat 1°2’55,752’’LU dan 
117°26’24,342’’BT 

- Tunggul dengan Barcode .. 221500 pada koordinat 1°2’56,668’’LU dan 
117°26’24,608’’BT 

- Tunggul dengan Barcode .. 221548 pada koordinat 1°2’57,581’’LU dan 
117°26’26,089’’BT 

Menunjukan sebagian kayu bulat masih berada di Logpond dan sebagian telah 
berada di TPK Industri berdasarkan dokumen SKSHHK. 

d. Verifier 
3.2.1.a 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Selama periode audit Penilikan ke-2 PHL 18 bulan terakhir (periode April 2025 s/d 
Agustus 2026), PBPH PT Panambangan telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 
13 set dengan jumlah Log sebanyak 3.125 batang dan volume 6.493,08 m3. LHP 
yang diterbitkan merupakan produksi kayu log dari areal RKTPH. 
SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH 
Tahun 2026 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP 
sesuai ketentuan.   
Terdapat dokumen SPP atas kewajiban DR dan PSDH pada PBPH PT Panambangan 
yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PBPH PT Panambangan selama periode audit.  
SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan 
kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun 
rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: 
- PSDH dan DR Tahun 2025 sebesar Rp 1.672.577.673,00  

- PSDH dan DR Tahun 2026 sebesar Rp 916.843.591,00  
Dalam tangkapan layar SIPUHH LHP terakhir bulan Juli 2026 yaitu No. 004/LHP-
KBB/TPTI/PNB/VII/2026 dan LHP No. 005/LHP-KBB/TPTI/PNB/VII/2026 tercatat 
notifikasi “Lunas DRPSDH” 

e. Verifier 
3.3.1 

: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi 
awal) 

Nilai : Memenuhi 
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Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT Panambangan telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan 
Nomor 056.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda Sistem 
Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) No. 44/SL-SVLK/017/PNB/11.2023 
tanggal 06 November 2023.  Diverifikasi Sertifikat PHL PT Panambangan dengan 
Predikat SEDANG dan masa berlaku dari tanggal 31 Oktober 2023 s.d. 30 Oktober 
2029. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK yang dibubuhkan 
pada batang kayu masih menggunakan tanda SVLK yang lama “Indonesian Legal 
Wood” 056-SPHL-017-IDN. Sedangkan Tanda SVLK yang terbubuh pada dokumen 
SKSHHK, yang merupakan dokumen pengangkutan kayu dari TPn/ TPK Hutan 
sampai dengan tujuan ke industri sudah menggunakan Tanda SVLK “Sustainable 
PHL-31-01-0055. 
Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan 
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; Pedoman 
Penggunaan Tanda SVLK. 

4. PRINSIP 
4 

: Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

a. Verifier 
4.1.1 

: Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PBPH PT Panambangan merupakan perpanjangan dari izin sebelumnya yang telah 
habis masa berlakunya, sehingga untuk dokumen lingkungan PT Panambangan 
cukup menyusun dokumen Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL). 
Selanjutnya PT Panambangan telah menyusun Dokumen Laporan Studi Evaluasi 
Lingkungan Hidup (SEL). Dokumen SEL PT Panambangan terdiri dari Buku Utama 
Laporan Studi Evaluasi Lingkungan PT Panambangan Kabupaten Dati II Kutai 
Propinsi Kalimantan Timur, Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan PT 
Panambangan Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Kalimantan Timur, Lampiran Studi 
Evaluasi Lingkungan PT Panambangan Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Kalimantan 
Timur.  Penyusunan Dokumen SEL atas nama PT Panambangan dilakukan untuk 
cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 480/Kpts/UM/X/1972. 
Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan PT Panambangan telah mendapatkan 
pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan 
dengan No.  03/DJ.VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994. Pengesahan berupa stempel 
nomor pengesahan. Terdapat Surat Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan 
Nomor. 03/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994 Perihal Persetujuan SEL PT 
Panambangan di Propinsi Kalimantan Timur. Surat ditanda tangani oleh Dirjen 
PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan; Ir. Sutrisna Wartaputra, 
NIP. 080.013.257. Terdapat tanda tangan dan cap stempel basah Departemen 
Kehutanan.  
Dokumen SEL PT Panambangan disusun oleh Konsultan pelaksana, dalam hal ini 
adalah PT Nawamaja Silatama yang berkedudukan di Jln Raya Cilandak Barat No. 
01 Bogor Telepon (0251) 312099 dengan Direktur; Ir. Rahman Bahtiar. 
Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Panambangan yang 
telah disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 
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480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT 
Binareka Alam Lestari yang beralamat Wisma Barito Pacific, Lantai 6B Jl. Letjen S. 
Parman Kav. 62-63 Jakarta Telp. 9021) 5306711 dengan Direktur Utama atas nama 
Ir. L. W. Max Meulenhoff.  Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT 
Panambangan telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat 
Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 
Desember 1995. Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan beserta stempel 
basah Departemen Kehutanan. 
Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Panambangan yang 
telah disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 
480/Kpts/UM/X/1972.  Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT 
Binareka Alam Lestari yang beralamat Wisma Barito Pacific, Lantai 6B Jl. Letjen S. 
Parman Kav. 62-63 Jakarta Telp. 9021) 5306711 dengan Direktur Utama atas nama 
Ir. L. W. Max Meulenhoff.  Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT 
Panambangan telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat 
Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 248/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 
Desember 1995. Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan beserta stempel 
basah Departemen Kehutanan. 

b. Verifier 
4.1.2.a 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Panambangan yang 
telah disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 
480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT 
Binareka Alam Lestari yang beralamat Wisma Barito Pacific, Lantai 6B Jl. Letjen S. 
Parman Kav. 62-63 Jakarta Telp. 9021) 5306711 dengan Direktur Utama atas nama 
Ir. L. W. Max Meulenhoff.  Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT 
Panambangan telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat 
Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 
Desember 1995. Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan beserta stempel 
basah Departemen Kehutanan. 
Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Panambangan   
yang telah disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan 
No. 480/Kpts/UM/X/1972.  Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT 
Binareka Alam Lestari yang beralamat Wisma Barito Pacific, Lantai 6B Jl. Letjen S. 
Parman Kav. 62-63 Jakarta Telp. 9021) 5306711 dengan Direktur Utama atas nama 
Ir. L. W.Max Meulenhoff.  Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT 
Panambangan telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat 
Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 248/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 
Desember 1995. Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan beserta stempel 
basah Departemen Kehutanan.  
Dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Panambangan 
disebutkan Kawasan Lindung yang akan dikelola antara lain : 
1. Areal Sempadan Sungai dan Mata Air  
2. Bufferzone Hutan Lindung  
3. Koridor/Areal Perilindungan Satwa. 
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Dalam dokumen RKL dan RPL PT Panambangan disebutkan dalam matrik 
Rekapitulasi RKL antara lain Komponen atau parameter yang dikelola adalah: 
1. Sempadan Sungaidan sekitar mata air 
2. Bufferzone Hutan Lindung 
3. Koridor/Perlindungan satwa 
4. Areal Perlindungan Plasma Nutfah. 
5. Komponen Fisik Kimia: Tanah (Erosi, Longsor) 

Komponen Biologi: Vegetasi Hutan Alam, Satwa Liar serta Sosial Ekonomi dan 
Budaya 

c. Verifier 
4.1.2.b 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, 
biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan 
matrik 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 
dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang dijumpai di lapangan yaitu 
berupa : 
a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung KPPN,  

dan sempadan sungai di dalam areal PT Panambangan; 
b. Pemasangan plang himbauan/ larangan di kawasan lindung KPPN, Sempadan 

Sungai meliputi plang himbauan/ larangan dilarang membakar hutan/ lahan, 
menebang pohon dilindungi, dilarang berburu, jual beli lahan, membuka lahan/ 
berkebun; 

c. Pemantauan curah hujan dengan menggunakan Ombrometer yang terpasang di 
Camp dan area Nursery.; 

d. Pemantauan suhu dan kelembaban udara dengan alat Hygrometer  
e. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai. 
f. Pengujian sample kualitas air;  
g. Pemantauan laju erosi. 
Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang waktu audit 
yaitu berupa program CD dan CSR Perusahaan kepada masyarakat desa terdampak. 
PT Panambangan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak 
penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang tertuang dalam Laporan Kegiatan 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rutin setiap 6 bulan sekali dan selama 
periode audit laporan tersedia sebagai berikut: 
1. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2025; 
2. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2025; 
3. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2026 
Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan 
Semester II tahun 2025 dan Semester I tahun 2026  telah disampaikan kepada Dinas 
Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 
Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SIMPEL 
sesuai dengan bukti tanda terima elektronik. 

5. PRINSIP 
5 

: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 
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a. Verifier 
5.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT Panambangan memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) yaitu SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Peluang 
K3L, SOP Tanggap Keadaan Darurat, SOP APD, SOP Laporan & Investigasi 
Kecelakaan K3, Lingkungan & lalu Lintas, SOP Pertolongan Pertama Pada 
Kecelakaan (P3K). 
Terdapat Surat Keputusan Direksi No. 012/PNB/IX/2025 tanggal 15 September 2025 
tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Struktur 
Organisasi P2K3 tercantum dalam Lampiran yaitu sebagai berikut : 

- Ketua : Jebby FE. 

- Sektertaris : Angga Julistiawan 
- Bidang Patroli : Iskandar 

- Bidang Kedisiplinan : Joko Santoso 

- Bidang Peralatan : Kurniawan 

b. Verifier 
5.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT Panambangan memiliki peralatan K3 berdasarkan keperluan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) yang sesuai dengan jenis bahaya dan resiko, namun tidak 
disajikan dalam daftar peralatan K3 misalnya seperti tabel berikut. 
Daftar peralatan K3 PT Panambangan Tahun 2026 

No. Nama Jumlah Kondisi 

1 APAR 6 Baik 

2 Kotak P3K 4 Baik 

3 Niday 2 Baik 

4 Jalur Evakuasi 2 Baik 

5 Titik Kumpul 2 Baik 

6 Helm 15 Baik 

7 Kacamata Bening 15 Baik 

8 Kacamata Las 5 Baik 

9 Masker 15 Baik 

10 Ear Plug 5 Baik 

11 Ear Muff 5 Baik 

12 Sarung Tangan Karet 10 Baik 

13 Sarung Tangan Kain 30 Baik 

14 Sarung Tangan Kulit 5 Baik 

15 Apron 10 Baik 

16 Rompi 15 Baik 
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17 Saw Cap 3 Baik 

18 Sepatu Boot 15 Baik 

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang 
dimiliki oleh PT Panambangan, yaitu berupa  (misalnya) : 
1. Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess 

karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Gudang spare part dan sebagainnya.  

2. Tersedia APD berupa Helm, Sepatu safety, Rompi dan APD lainnya. Hasil pengamatan lapangan 
dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut namun beberapa operator alat 
berat masih belum menggunakan APD pada saat bekerja. 

3. Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan peralatan P3K yang memadai sesuai personil yang 
ada di lapangan. 

4. Titik kumpul 

5. Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelakaan. 

6. Terdapat jalur evakuasi yang dipasang di kantor jika terdapat keadaan darurat. 

7. Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor.  
Karena menggunakan sistem lalulintas jalan umum untuk angkutan kayu maupun 
kendaraan lainnya, maka rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan berlalulintas 
di jalan umum 

c. Verifier 
5.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Selama periode audit (April 2025 – Juli 2026) PT Panambangan memiliki Laporan 
Kecelakaan Kerja. Pada periode tersebut diketahui bahwa di PT Panambangan tidak 
terjadi kejadian kecelakaan kerja (NIHIL). Berdasarkan hasil verifikasi diketahui 
bahwa tidak terdapat bukti bahwa Laporan Kecelakaan Kerja telah disampaikan ke 
Dinas Tenaga Kerja Provinsi kalimytan Timur. 
Terdapat Surat PT Panambangan No. 01/PNB/PH-2/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026 
perihal Penyampaian Laporan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atas nama PT 
Panambangan. Laporan yang disampaikan mencakup : 
1) Laporan Triwulan II, III dan IV Tahun 2025 
2) Laporan Triwulan I dan II Tahun 2026 
Terdapat bukti tanda tangan terima surat oleh Kantor Disnakerntrans Provinsi 
Kalimantan Timur oleh Petugas atas nama Nurhidayat pada tanggal 1 Juli 2026  
Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di 
lingkungan kerja PBPH PT Panambangan antara lain: 
1. Melakukan Induksi K3 kepada setiap tamu dan pendatang termasuk kepada 

pekerja di lapangan PT Panambangan 
2. Melaksanakan Breefing K3 sebelum melakukan pekerjaan 
3. Pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat, Inspeksi sanitasi kantin  
4. Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, masker dan 

APD lainnya kepada pekerja di lapangan.  
5. Pemasangan rambu-rambu Jalan. 
6. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan. 

d. Verifier 
5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 
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Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Karyawan dan pekerja PT Panambangan sampai dengan pelaksanaan audit diketahui 
tidak/belum membentuk serikat pekerja, dan tidak terdapat Serikat Pekerja di PT 
Panambangan. Namun demikian terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada 
karyawan PT Panambangan diperbolehkan untuk berserikat dan membentuk serikat 
pekerja, yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur PT Panambangan tanggal 29 
Oktober 2025 tentang Kebebasan Berserikat menyatakan bahwa perusahaan PT 
Panambangan memberikan kebebasan kepada semua karyawan untuk membentuk 
dan atau menjadi anggota serikat pekerja. 
Wawancara dengan PIC VLHH PT Panambangan diperoleh informasi bahwa mereka 
mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan 
dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang 
berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja di lingkungan mereka 

e. Verifier 
5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT Panambangan diverifikasi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang 
mengatur hak-hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan. Dokumen Peraturan 
perusahaan PT Panambangan tahun 2026-2028 ditetapkan oleh Direktur PT 
Panambangan pada bulan 13 April 2026 dan telah mendapatkan pengesahan dari 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 
500.15.12.1/3365/DTKT-IV/2026 tanggal 23 April 2026. SK penetapan berlaku sejak 
tanggal 22 April 2026 – 21 April 2028. 
Peraturan Perusahaan telah berisi/memuat hak-hak pekerja serta telah Disahkan oleh 
instansi yang berwenang terdiri dari IX BAB dan 43 Pasal yang mengatur tentang 
hubungan kerja, hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawannya. 

f. Verifier 
5.2.3 

: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan Daftar Karyawan Bulan Juli 2026 PT Panambangan memiliki karyawan 
berjumlah 55 orang terdiri dari : 
1. Kantor di Samarinda 3 orang 
2. Bagian Umum dan Keuangan 5 orang 
3. Bagian Perencanaan 5 orang 
4. Bagian Produksi 28 orang 
5. Seksi Peralatan 5 orang 
6. Bagian Bina Libgkungan dan Sosial 2 orang 
7. Bagian Pembinaan Hutan dan PHPL 7 orang 
Dari karyawan tersebut tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun. 
Karyawan termuda atas nama Rifqi Ahmad Naufal dengan jabatan Kasie Kemitraan 
lahir pada tanggal 8 Mei 2002 dan pertama kali terdaftar bekerja di PT Panambangan 
pada tanggal 5 Februari 2025 saat berusia 22 tahun 8 bulan 28 hari. 

 

 




